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MOTTO
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”
(Al-Insyirah: 6-8)
vii
PERSEMBAHAN
Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, ku
persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan
berharap keindahan-Nya. Ku persembahkan bagi mereka yang tetap setiap berada
di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:
1. Kedua orang tuaku, Bapak Sentot Budiono dan Ibuku Siti Listyowati Masruroh
yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup, serta
membiayai segala keperluanku hingga aku berada di jenjang pendidikan
perkuliahan ini. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serta doamu
yang selalu menyertaiku. Ridhamu adalah semangatku.
2. Kakung dan mbah utiku, yang senantiasa turut mendoakanku. Terimakasih atas
segalanya, baik dalam doa restu maupun bantuan materiil untuk tambahan
bekal uang saku kuliahku. Tak lupa seluruh anggota keluargaku yang tidak
dapat saya sebutkan satu persatu baik om dan tante serta saudara-saudaraku,
terimakasih atas segala doa dan semoga diridhoi oleh Allah SWT.
3. Adikku Rosidha Kusuma Wardani, yang selalu mendukungku dan menjadi
motivasiku untuk segera menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah selalu
memudahkan pendidikan dan segala urusanmu.
viii
PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman
transliterasi tersebut adalah :
1. Konsonan
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin
adalah sebagai berkut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
  Alif Tidak
dilambangkan
Tidak dilambangkan
  Ba B Be
  Ta T Te
  Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas)
  Jim J Je
  Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah)
ix
  Kha Kh Ka dan ha
  Dal D De
  Żal Ż Zet (dengan titik di atas)
  Ra R Er
  Zai Z Zet
  Sin S Es
  Syin Sy Es dan ye
  Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah)
  Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah)
  Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah)
  Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah)
  ‘ain …’… Koma terbalik di atas
  Gain G Ge
x  Fa F Ef
  Qaf Q Ki
  Kaf K Ka
  Lam L El
  Mim M Em
  Nun N En
  Wau W We
  Ha H Ha
  Hamzah ...ꞌ … Apostrop
  Ya Y Ye
2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
xi
Tanda Nama Huruf Latin Nama
(  䃔   ) Fathah A A
(      ) Kasrah I I
(   ) Dammah U U
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transiterasi
1.  �ݛ Kataba
2.  ݛ  Żukira
3.  �ݛෘ Yażhabu
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :
Tanda dan
Huruf
Nama Gabungan Huruf Nama
      Fathah dan ya Ai a dan i
      Fathah dan wau Au a dan u
xii
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1.  �ݛ Kaifa
2.  �ݛ Ḥaula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf dan
Tanda
Nama
      Fathah dan alif
atau ya
Ā a dan garis di atas
      Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas
      Dammah dan
wau
Ū u dan garis di atas
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1.  �ݛ Qāla
xiii
2.  �ݛ Qīla
3.  �ݛෘ Yaqūlu
4.  �  Ramā
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau
dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1.  �      �   Rauḍah al-aṭfāl
2.  �ݛ  Ṭalḥah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.
Contoh :
xiv
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. �Ǽ Ë  Rabbanā
2.   ݛෘ Nazzala
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu   .
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh
huruf Qamariyyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti
dan dihubungkan dengan kata sambung.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1.        Ar-rajulu
2.  �ݛ  Al-Jalālu
7. Hamzah
xv
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1.  ݛ  Akala
2.   ݛ    Ta ꞌ khuzūna
3.  Ǽ   An-Nau ꞌ
8. Huruf Kapital
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata
sandangnya.
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
maka huruf kapital tidak digunakan.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
xvi
1  �      �ݛ ��  Wa mā Muammadun illā rasūl
2  쳌�          Ǹ  Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌ ālamīna
9. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1  ݛ     ǂ �         Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin /Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2   ݛ�쳌    �     �     Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Faauful-kaila wal mīzāna
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NIM. 15.21.2.1.040
ABSTRAK
YUSTISIA NUR AINI, NIM: 152121040 “PENETAPAN HAK ASUH
ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH (Studi Putusan Pengadilan
Agama Karanganyar Nomor0408/Pdt.G/2017PA.Kra)”. Pecahnya rumah
tangga kedua orang tua tidak jarang membawa dampak kepada terlantarnya
pengasuhan anak. Hal ini dapat dilihat pada kelompok masyarakat dimana
perceraian sering terjadi. Dalam kondisi yang demikian masalah yang timbul
adalah siapa diantara mereka yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak-
anaknya. Dalam penyelesaiannya, dapat dilakukan melalui proses hukum dengan
putusan Pengadilan dengan tujuan memiliki kepastian hukum di kemudian hari.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Karanganyar dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur
kepada ayah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum
pada kasus tersebut.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian literatur, dengan sumber data
yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan Pengadilan Agama
Karanganyar. Penelitian menggunakan analis data yang bersifat membahas dan
menjelaskan terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di
bawah umur di tinjau dari hukum Islam.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang
menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah didasarkan atas
pertimbangan kepentingan terbaik anak, dan berorientasi pada memelihara lima
prinsip dalam hukum Islam dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta
kemaslahatan bagi umat sesuai dengan tujuan hukum Islam.
Kata kunci: hak asuh anak, kepentingan terbaik anak, tujuan hukum Islam
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ABSTRACT
YUSTISIA NUR AINI, NIM: 152121040 “DETERMINATION OF
UNDER AGE CHILD CUSTODY TO FATHER (Study of Decision of the
Karanganyar Religious Court Number 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra)”. The
rupture of both parents often has an impact on the neglect of children care. It can
be seen in society wheere divorce frequently occurs. In such condition the
problem arises which parents are more deserved to care for their children. In
settlement, it can be done throughlegal process with the court’s decision with the
intention of having legal certainty in the future.
The research aims to find out the basis of the judge’s consideration in the
Karanganyar Religious Court in establishing custody of under age children to
their father and how Islamic law reviews the legal considerations in the case.
This type of research is a literature research which takes secondary data
sources in the form of decision of the Karanganyar Religious Court. The research
uses data analysts which discuss and explain the consideration of judges
determining the custody of children in under age reviewed from Islamic law.
The results of the research indicate that judge’s consideration in determining
custody of under age children to their father is based on consideration of the best
interests of the children, and oriented to five principles in Islamic law, and aims to
realize justice as well as benefit for the people in accordance with the purpose of
Islamic law.
Keywords: child custody, children’s best interests, the purpose of Islamic law
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur
hidup. Artinya, putusnya perkawinan baru terjadi apabila salah seorang
suami atau istri meninggal dunia. Akan tetapi tidak selamanya pasangan
suami istri akan mengalami kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah seperti yang diajarkan dalam Islam (Al-Qur’an
Surat Ar-Ruum: 21), karena dalam kehidupan suatu rumah tangga
mungkin saja terjadi konflik yang sangat tajam sehingga terjadi krisis
hubungan suami istri, yang disebabkan karena percekcokan yang terus
menerus dan karena itu tidak mungkin mereka akan hidup rukun seperti
biasanya.1
Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan suami
istri. Keduanya diperintahkan untuk sedapat mungkin dan dalam batas-
batas kemampuan mereka supaya membina suatu rumah tangga dalam
suasana yang penuh dengan rahmah, mawaddah (kasih sayang) dan
sakinah (ketentraman). Namun, apabila salah satu pihak atau keduanya
tidak mungkin lagi mewujudkan ketiga prinsip itu, maka Hukum Islam
1 Tahir Azhary, Analisis Yurisprudensi: Tentang Perceraian (Karena Melanggar Taklik
Thalaq), (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam
Departemen Agama, 1995), hlm. 203.
2demi kemaslahatan mereka bersama telah membuka pintu darurat untuk
menyelesaikan sengketa rumah tangga tersebut melalui perceraian.
Penyelesaian ini merupakan jalan terakhir setelah ditempuh jalan
perdamaian (islah) antara suami istri, yaitu untuk rukun kembali.
Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa
dampak kepada terlantarnya pengasuhan anak. Seorang anak pada
permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam
kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam
pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas h}ad}a>nahlah
yang sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah
h}ad}a>nah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas
pundak kedua orang tuanyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas
tersebut.
Apabila kedua orang tuanya tidak dapat atau tidak layak untuk
tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan
menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang
mencukupi syarat-syaratnya. Untuk kepentingan seorang anak, sikap
peduli dari kedua orang tua terhadap masalah h}ad}a>nah memang sangat
diperlukan. Jika tidak, maka dapat mengakibatkan seorang anak tumbuh
tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang
3paling diharapkan adalah keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu
dalam melakukan tugas ini.2
Jika terjadi perceraian, maka terutama yang akan menjadi korban
tidak lain adalah anak keturunannya. Hal ini dapat dilihat pada kelompok
masyarakat di mana perceraian sering terjadi. Dalam kondisi yang
demikian masalah yang timbul adalah siapa yang lebih berhak terhadap
anak-anaknya. Dalam penyelesaiannya, karena masing-masing tidak mau
mengalah, sehingga mau tidak mau perlu diselesaikan secara hukum
dengan itu berarti ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang.3
Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa masalah sengketa hak
asuh anak (h}ad}a>nah) dapat dilakukan melalui proses hukum dengan
putusan Pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama,
sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam. Pengadilan Agama adalah salah
satu dari empat jenis Pengadilan di Indonesia yang semuanya bermuara ke
Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a)
2 Satria Effendi M. Zein, Analisis Yurisprudensi: Tentang Hadhanah (Pemeliharaan Anak),
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam
Departemen Agama, 1995), hlm. 249.
3 Satria Effendi M.Zein, Analisis Yurisprudensi: Tentang Sengketa Hadhanah (Karena
Berpoligami), (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
Islam Departemen Agama, 1995), hlm. 270.
4perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah. Dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986
tentang Peradilan Agama kewenangan Pengadilan Agama menjadi tujuh
bidang yaitu (1) perkawinan, (2) kewarisan, (3) wakaf, (4) hibah, (5)
shadaqah, (6) zakat, dan (7) ekonomi syariah.4
Dalam hal ini Pengadilan Agama Karanganyar merupakan salah
satu Pengadilan Agama yang terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan
kehakiman bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan
kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Oleh karena itu
hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk dijadikan dasar
pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama dalam
menyelesaikan perkara, dengan tujuan memiliki kepastian hukum di
kemudian hari. Pengadilan Agama Karanganyar sendiri dibentuk
berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1963 dan
berlaku efektif menjalankan tugas sejak dilantiknya Ketua Pengadilan
Agama Karanganyar yang pertama pada tanggal 7 Maret 1964 yang
beralamatkan di Jalan Lawu Timur Nomor 137 KM 16,6 Rt.03/13
Tegalwinangun Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Karanganyar.
4 Rifyal Ka’bah, Peradilan Islam Kontemporer, (Jakarta: Universitas Yarsi, 2009), hlm. 115.
5Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama Karanganyar di
dalamnya juga memeriksa dan mengadili perkara perdata salah satunya
dalam perkara hak asuh anak (h}ad}a>nah) hal ini karena masalah hak
asuh anak (h}ad}a>nah) menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan
Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.
Mengenai perkara hak asuh anak (h}ad}a>nah), di Pengadilan
Agama Karanganyar menangani dan memutus 11 (Sebelas) perkara hak
asuh anak (h}ad}a>nah) yang berdiri sendiri atau tidak dikumulasikan
dengan perkara lainnya, dari tahun 2017 sampai tahun 2018 dan salah
satunya adalah putusan nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra. Namun untuk
perkara perceraian sendiri di Pengadilan Agama Karanganyar terdapat 890
perkara cerai talak dan 2185 perkara cerai gugat dari tahun 2017 sampai
tahun 2018. Dari perkara perceraian tersebut tidak jarang gugatan
mengenai hak asuh anak (h}ad}a>nah) dikumulasikan atau digabungkan
dengan gugatan perceraian.5
Dalam beberapa kasus perceraian yang terjadi, ketika orang tua
atau suami istri bercerai maka hak asuh dianalogikan kepada ketentuan
h}ad}a>nah pada umunya. Di Indonesia, masalah pemeliharaan anak
(h}ad}a>nah) diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 49.
5 Zamzami, Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 28 Januari 2019,
jam 09.00-10.30 WIB.
6Dimana dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang hanya menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban
tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang
tua putus. Dan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas
dan saudara kandung yang telah dewasa atau penjabat yang berwenang,
dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikan
kewajibannya terhadap anaknya dan Ia berkelakuan buruk sekali. Namun
meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.6
Kedua pasal dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak
memberikan penjelasan yang detail mengenai parameter atau indikator apa
saja yang harus digunakan Hakim atau Pengadilan dalam penetuan hak
asuh anak ketika terjadi perselisihan hak asuh anak.7
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan uraian
yang lebih jelas mengenai pengasuhan anak jika terjadi perceraian, ada dua
pasal yang menetukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan Pasal 156.
6 Lihat: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019).
7 HM. Sutomo. [et al.], Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia,
(Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 229.
7Pasal 105 (a) menetukan tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz
(belum 12 tahun) adalah hak ibunya, setelah mumayyiz diserahkan pada
anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya. Sedangkan biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh
ayahnya seperti yang terdapat dalam Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum
Islam.8 Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu
kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak
mengasuh anak yang juga didominasi oleh kaum perempuan.
Realita di lapangan, dalam putusan nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra yang merupakan perkara hak asuh anak
(h}ad}a>nah) yang berdiri sendiri di Pengadilan Agama Karanganyar,
Hakim menjatuhkan putusan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh
pada pengasuhan ayah. Perkara h}ad}a>nah tersebut muncul setelah
adanya perkara cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama
Karanganyar yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan
nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.Kra pada tanggal 29 Maret 2016 dan telah
inkrah atau berkekuatan hukum tetap dengan adanya akta cerai nomor
0423/AC/2016/PA.Kra. Bahwa dalam perceraian antara suami istri
tersebut pada awalnya kedua anak kandung yang masing-masing anak
berusia 11 tahun dan 8 tahun tidak dimintakan atau dimohonkan siapa hak
asuhnya dari kedua anak tersebut. Sehingga pada tanggal 03 April 2017
8 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, (Jakarta:
PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 208.
8penggugat atau ayah kandung dari anak meminta kepada Ketua Pengadilan
Agama Karanganyar untuk menetapkan kedua anak yang belum mumayyiz
tersebut di bawah asuhan penggugat.
Dengan demikian, berawal dari latar belakang masalah tersebut
penulis tertarik dan ingin mengkaji mengenai persoalan hak pengasuhan
anak pasca perceraian melalui skripsi ini dengan judul “PENETAPAN
HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH (Studi
Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra).”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas
maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Karanganyar dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada
ayah dalam putusan Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang
digunakan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam memutus hak
asuh anak di bawah umur kepada ayah pada putusan Nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra?
C. Tujuan Penelitian
9Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas,
maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Karanganyar dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada
ayah dalam putusan Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum
yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam
memutus hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pada putusan
Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra.
D.Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi
teoritis maupun praktis.
1. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum
terutama yang berkaitan dengan permasalahan hak asuh anak pasca
perceraian dan solusi terhadap permasalahannya. Serta dapat digunakan
sebagai pedoman rujukan untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum terhadap
akibat adanya perceraian beserta ilmu hukum pada bidang perdata.
E. Kerangka Teori
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1. Teori Hak Asuh Anak (H}ad}a>nah)
Kata h}ad}a>nah berasal dari kata  a a ݛ yang berarti memeluk,
mendekap, mendidik, mengasuh, mengerami. Disamping itu, kata  a a ݛ
berarti pangkuan dan dada,    ෘ � a ݛ berarti perawatan dan pengasuhan.
Sementara    ෘ� a ݛ berarti pendidikan, penguasaan, nasihat.9 Seorang ibu
waktu menyusukan, meletakkan anak dipangkuannya, dan
melindunginya dari segala yang menyakiti. Erat hubungannya dengan
pengertian tersebut, h}ad}a>nah menurut istilah ialah tugas menjaga
dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai
mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.10 H}ad}a>nah
merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang
belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal
(kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan h}ad}a>nah tersebut
adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia di
mana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka,
9 Mahmud Junus, Kamus Arab – Indonesia, (Jakarta: Padang, 1989), hlm.104.
10 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1 Cet-3, hlm. 166.
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karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggungjawab
untuk merawat dan mendidik anak tersebut.11
Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi
perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban
memilihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata
ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut
walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka,
tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap
pemeliharaan anak tersebut.
Persoalannya jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk
memelihara si anak. Undang-Undang Perkawinan saat ini belum
mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara luas
dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim
masih menggunakan kitab-kitab fikih. Menurut Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 salah seorang atau kedua
orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih
untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga
anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa
atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-
hal: (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b) Ia
11 Andi Syamsu Alam dan Fauzan, MH. Hukum Pengangkatan ..., hlm. 114-115.
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berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya,
mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan
kepada anak tersebut. Hanya saja Undang-Undang hanya menyentuh
aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja
dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non
materialnya.12
Dalam hukum perdata menjelaskan, bahwa seorang anak yang sah
sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di
bawah kekuasaan orang tuanya, selama kedua orang tua tersebut terikat
dalam hubungan perkawinan. Adapula kemungkinan, kekuasaan
tersebut oleh hakim di cabut atau orang tua dibebaskan dari kekuasaan
itu, karena suatu alasan. Kekuasaan tersebut dimiliki oleh kedua orang
tua bersama, tetapi lazimnya dilakukan oleh ayah. Hanya saja apabila si
ayah tidak mampu untuk melakukannya, kekuasaan tersebut dapat
dilakukan oleh istrinya. Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban
untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi
pemberian nafkah, pakaian, dan perumahan.13
Sedangkan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang
h}ad}a>nah menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan
non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih
dari itu, Kompilasi Hukum Islam membagi tugas-tugas yang harus
12 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/197 sampai KHI, (Jakarta: Kencana,
2004), hlm. 298-301.
13 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm, 50-51.
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diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang
belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan
menjadi tanggung jawab ayahnya. Kompilasi Hukum Islam juga
menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya sedangkan apabila
anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau
ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 105-106 Kompilasi Hukum Islam.14
2. Teori Perlindungan Anak Pasca Perceraian
Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak secara tegas dinyatakan bahwa “Anak
adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,
martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.”15
Penjelasan tentang hak anak sebagai manusia bisa jadi tidak dapat
terpenuhi karena perceraian orang tuanya. Ditinjau dari sisi hak anak
yang masih kecil dan belum mandiri, pengasuhan anak (h}ad}a>nah)
adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya,
karena tanpa h}ad}a>nah anak akan menjadi terlantar dan
mengakibatkan sang anak tersebut kehilangan hak-haknya.
14 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam..., hlm. 302-303.
15Lihat: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
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Secara teoritis, penelantaran adalah sebuah tindakan baik disengaja
maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi
kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan).16 Anak-anak terlantar
yang jauh dari kasih sayang, perlindungan, dan pengawasan keluarga
secara memadai, pada umumnya mereka memiliki potensial
terpengaruh masuk dalam lingkungan pergaulan yang salah, dan bahkan
sebagian di antaranya terlibat dalam perilaku patologis (merokok,
mabuk, judi, dan sebagainya).
Untuk itu berpegang pada prinsip the best interest of the child,
apapun kebijakan dan langkah yang dilakukan semua harus
mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak.
Sebagaimana Allah Yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-
hamba-Nya, baik dalam pemeliharaan terhadap hak bagi setiap manusia
yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan,
maupun harta mereka.17 Sehingga apabila seseorang melakukan suatu
perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan
syara’ tersebut, maka perbuatannya dinamakan mas}lah}ah.18
Dalam upaya pemenuhan kepentingan terbaik anak dan
perlindungan terhadap hak-hak anak, dibutuhkan perhatian khusus dari
lingkungan keluarga atau lingkungan intern anak. Keluarga merupakan
16 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 229.
17 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah
Umur, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 38.
18 Said Agil Al-Munawar, Al-qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, (Jakarta: Ciputat
Press, 2004), hlm.144.
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orang pertama dan utama tempat memberikan pola asuh melalui
pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan kasih sayang dalam
pengasuhan yang tidak bisa diberikan kepada orang lain.19
3. TeoriMas}lah}ah
Kata mas}lah}ah berakar pada s-l-h, merupakan bentuk mas}dar
dari kata kerja s}alah}a dan s}aluh}a, yang secara etimologis berarti
manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai.20 Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu
yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kata
kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Kata
manfaat juga diartikan sebagai lawan kata mudarat yang berarti buruk
atau rugi.21
Dalam bahasa Arab, kata mas}lah}ah, selain merupakan bentuk
mas}dar juga merupakan ism, yang bentuk jamak (plural)-nya adalah
mas}a>lih}  Dalam Kamus Lisa>n al-‘Arab disebutkan bahwa al-
mas}lah}ah, al-s}ala>h}, wa al-mas}lah}ah wa>hidat al-mas}a>lih
19 Titik Haryati, Perlindungan Anak dari Kejahatan dan Kekerasan Seksual, (Jakarta:
Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016), hlm. 31.
20 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 127.
21 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1996), hlm. 634.
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berarti kebaikan, dan merupakan bentuk tunggal dari kata mas}a>lih 
Makna al-s}ala>h} (kebaikan) merupakan kebalikan dari kata al-fa>sad
(kerusakan). Jadi, kata mas}lah}ah adalah bentuk tunggal dari kata
mas}a>lih}, dan makna al-istisla>h ialah mencari maslahat, memandang
maslahat/baik, mendapat maslahat/kebaikan, dan merupakan kebalikan
dari kata al-istifsa>d yang berarti memandang buruk/rusak,
mendapatkan keburukan/kerusakan.22
Sedangkan tujuan dari mas}lah}ah sendiri adalah menarik
kemanfaatan dan menolak kemudharatan yang mana merupakan tujuan
yang dikehendaki oleh pembuat syariat.23 Tujuan pensyariatan hukum
tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia dalam
segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai
bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap
ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari’ adalah bertujuan
untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.24
Dilihat dari macam mas}lah}ah dari segi tingkatannya yakni yang
berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia.
22 Ibnu al-Manzur, Lisa>n al-‘Arab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz ke-2, hlm. 348.
23 Abdul Hayy Abdul ‘Al, Pengantar Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.
315.
24 Romli SA, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 219-
220.
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Mas}lah}ah dilihat dari segi tingkatannya dapat dibedakan kepada tiga
macam:25
Pertama, mas}lah}ah daru>riyyat ialah kemaslahatan yang menjadi
dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan
agama maupun dunia, yang termasuk dalam lingkup mas}lah}ah
daru>riyyat ini ada lima macam yaitu hal-hal yang berkaitan dengan
pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua,
mas}lah}ah al-ha>jiyya>t, jenis ini ialah persoalan-persoalan yang
dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan
yang dihadapi. Di antara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk
meringankan dan memudahkan kepentingan-kepentingan manusia ialah
semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam seperti boleh berbuka
puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, dan mengqasar shalat
ketika dalam perjalanan. Ketiga, mas}lah}ah at-tahsiniyya>t yang
dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara
kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan. Misalnya yang
berkenaan dengan adab dan tata cara makan-minum serta
membersihkan diri. Kesemua maslahat yang dikategorikan kepada
25 Ibid. hlm. 220.
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mas}lah}ah at-tahsiniyya>t sifatnya hanya untuk kebaikan dan
kesempurnaan.
Al-mas}lah}ah juga dikategorisasikan oleh ulama ushul fiqh
menjadi 3 (tiga) macam pula, yaitu:26
Pertama, Masl{ah}ah al-mu’tabarah yakni al-mas}lah}ah yang
diakui secara eksplisit oleh syara’ dan ditunjukkan oleh dalil (nash)
yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis al-mas}lah}ah ini
merupakan h}ujjah syar’iyyah yang valid dan otentik. Manisfestasi dari
jenis al-mas}lah}ah ini adalah aplikasi qiya>s  Kedua, masl{ah}ah al-
mulgah yakni al-mas}lah}ah yang tidak diakui oleh syara’ bahkan
ditolak dan dianggap batil oleh syara’. Sebagai contoh, opini hukum
yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan
setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada
dasar pikiran semangat kesetaraan jender. Ketiga, masl{ah}ah al-
mursalah yakni al-mas}lah}ah yang tidak diakui secara eksplisit oleh
syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara’, tetapi
masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang
universal.
F. Tinjauan Pustaka
26 Asmawi, Perbandingan ..., hlm. 129-130.
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Berdasarkan hasil penelitian tidak dijumpai proposal atau skripsi
yang judul atau materi pembahasannya sama dengan penelitian yang akan
penulis susun. Adapun penelitian yang dimaksud di antaranya:
Pertama, Sigit Giyarto, mahasiswa Progam Studi Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah STAIN Surakarta pada tahun 2008 dengan judul skripsinya
Putusan Hadlanah Pasca Perceraian (Studi Komparatif Putusan
Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta),
penelitian ini membahas mengenai persamaan dan perbedaan
pertimbangan hakim dalam putusan tentang h}ad}a>nah di Pengadilan
Agama dan Pengadilan Negeri Surakarta serta membandingkan
keefektifan putusan mengenai putusan h}ad}a>nah di Pengadilan Agama
dan Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam kesimpulannya dalam putusan
baik Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memuat dasar alasan yang
jelas dan rinci, mengadili seluruh bagian gugatan, dan dalam
mengabulkan gugatan sama-sama tidak melebihi tuntutan. Bahwa antara
putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sama-sama efektifnya
dengan dasar yang digunakan. Walaupun Pengadilan Agama
menggunakan banyak dasar hukum namun hal itu efektif karena
permasalahan yang timbul juga sangat kompleks sehingga apabila
Pengadilan Agama hanya menggunakan Undang-Undang Perkawinan saja
maka justru hal itu tidak akan efektif. Sedangkan Pengadilan Negeri
walau hanya menggunakan Undang-Undang Perkawinan saja hal itu
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sudah bisa mengcover permasalahan h}ad}a>nah yang terjadi.27 Terdapat
perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yakni penulis membahas
menganai dasar pertimbangan hakim atau alasan yang dipakai oleh hakim
Pengadilan Agama Karanganyar sebagai pertimbangan hukum serta
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang
digunakan Hakim dalam memutus hak asuh anak yang jatuh kepada ayah
yang memfokuskan pada objek putusan Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra.
Kedua, Nova Andriani, mahasiswi Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011
dengan judul skripsinya Penetapan Hak H}ad}a>nah Kepada Bapak Bagi
Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta
Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB), penelitian tersebut
membahas mengenai metode ijtihad, peranan Hakim dalam penyelesaian
perkara h}ad}a>nah serta dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam
memutus perkara tersebut. Dalam kesimpulannya, hakim dalam memutus
suatu perkara berijtihad berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah Nabi Saw, dan
menggunakan konsep masl{ah}ah al-mursalah. Mengenai
pertimbangannya mengedepakan kepentingan anak, pertimbangan yuridis
normatif, pertimbangan psikologis dan sosiologis anak, pertimbangan dari
segi pemegang h}ad}a>nah  Dalam perkara ini penetapan mengenai hak
27 Sigit Giyarto, “Putusan Hadlanah Pasca Perceraian (Studi Komparatif Putusan Pengadilan
Agama dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Progam Studi Al-
Ahwal Al-Syakhshiyyah STAIN Surakarta, Surakarta, 2008.
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asuh anak hakim hanya menetapkan 1 (satu) dari 4 (empat anak) yang
belum mumayyiz jatuh pada pengasuhan kepada ayah. Dalam skripsi
Nova Andriani juga membahas serta segi-segi persamaan dan perbedaan
tentang h}ad}a>nah dalam fiqh dan hukum positif.28 Walaupun terdapat
persamaan mengenai pembahasan yang pada intinya menjatuhkan hak
asuh anak yang belum mumayyiz kepada bapak, namun terdapat
perbedaan dalam pembahasan objek putusan dan dalam penelitian penulis
membahas menganai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus hak asuh
anak pada putusan Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra dan tidak
membandingan dari h}ad}a>nah segi fiqh dan hukum positif.
Ketiga, Mansari, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan jurnalnya pada tahun 2016 yang
berjudul Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah:
Suatu Kajian Empiris Di Mahkama Syar’iyah Banda Aceh, pada jurnal ini
menjelaskan secara komprehensif mengenai pertimbangan hakim dan
tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hak asuh anak kepada ayah di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan menggunakan 3 (tiga) objek
putusan.29 Walaupun pada jurnal ini hampir sama dengan penelitian
28 Nova Andriani, “Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)”,
Skripsi, diterbitkan, Progam Studi Ahwal Al Syakhsiyyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
29 Mansari, “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian
Empiris Di Mahkama Syar’iyah Banda Aceh”, Jurnal ar-raniry, (Banda Aceh) Volume 1 Nomor 1,
April 2016, hlm. 86.
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penulis namun terdapat perbedaan dalam objek putusan dan fokus
penelitian. Dalam jurnal tersebut menggunakan 3 objek putusan sekaligus
dengan mengklasifikasi penerapan pertimbangan hakim dari masing-
masing putusan yakni kemashlahatan anak, persetujuan bersama untuk
diserahkan kepada salah satu pihak, memeriksa saksi yang dihadirkan
oleh penggugat dan tergugat, faktor ekonomi, ibunya tidak
bertanggungjawab, kedekatan anak antara ayah atau ibunya, ibunya ibu
meninggal dunia dan tidak menghadirkan ibunya ibu sebagai orang yang
lebih berhak mengasuh yang dikaji secara empiris. Sedangkan dalam
pembahasan dalam penelitian penulis tidak adanya persetujuan kedua
belah pihak antara ayah dan ibu atas hak asuh anak yang jatuh pada ayah
sehingga dari pernyataan tersebut timbul suatu sengketa dimana penulis
membahas mengenai apa yang menjadi dasar atau alasan bagi majelis
hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh anak jatuh kepada ayah serta
bertumpu pada pertimbangan hukumnya yang dilihat dari sudut pandang
hukum Islam dan hanya fokus pada 1 (satu) objek putusan yaitu putusan
Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra.
Keempat, Indira Inggi A, dkk, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro dalam jurnalnya pada tahun 2016 yang
berjudul Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya
Perkawinan Karena Peceraian, pada jurnal ini membahas mengenai
bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak apabila
perkawinan putus karena perceraian dan pelaksanaan putusan hakim atas
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hak asuh anak pasca perceraian. Hasil dari penelitian bahwa pertimbangan
utama bagi hakim baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan
Agama dalam menetukan hak asuh anak pasca perkawinan putus karena
perceraian adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak.
Sedangkan pelaksanaan putusan mengenai hak asuh ini dilakukan secara
sukarela dan merupakan jenis putusan yang menghukum salah satu pihak
untuk melakukan suatu perbuatan, namun dalam praktik sering terjadi
masalah karena objek dari eksekusi bukanlah barang melainkan manusia
yang mempunyai kehendak sendiri.30 Terdapat perbedaan dengan
penelitian yang penulis teliti yakni penulis tidak membahas mengenai
pelaksanaan putusan hakim atas hak asuh anak pasca perceraian serta
bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam memutus
perkara hak asuh anak. Penulis hanya meneliti pertimbangan hakim atau
alasan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Karanganyar sebagai
pertimbangan hukum serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus hak asuh
anak yang memfokuskan pada objek putusan Nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
30 Indira Inggi A, dkk, “Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya
Perkawinan Karena Peceraian”, Jurnal Diponegoro Law Review, (Semarang) Volume 5 Nomor2,
Tahun 2016, hlm. 14.
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Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif
literer atau kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian dengan
melakukan pengkajian terhadap studi dokumen, yakni menggunakan
berbagai data sekunder atau bahan pustaka.31 Di mana penelitiannya
dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dari berbagai
referensi yang relevan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Studi
dokumen yang dikaji antara lain pengkajian terhadap aturan-aturan
hukum yang berlaku berkaitan dengan pengasuhan anak (h}ad}a>nah),
bahan-bahan hukum berbentuk buku, karya tulis, artikel, dan jurnal
yang terkait dengan penelitian ini.
2. Sumber Data
Dalam penelitian kepustakaan (library research) sumber data yang
digunakan adalah sumber data sekunder, yang berkaitan dengan
masalah untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang
dilakukan. Dengan bahan-bahan yang digunakan antara lain:
a. Bahan hukum primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari
sumber data oleh peneliti dari sumber-sumber pertama atau sumber
asli yang memuat informasi atau data tersebut. Data yang
dimaksud adalah putusan Pengadilan Agama Karanganyar dengan
Nomor Perkara 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra tentang gugatan
h}ad}a>nah terutama mengenai pertimbangan yang digunakan
31 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm.
39.
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oleh hakim dalam menetapkan serta memutus perkara h}ad}a>nah
atas hak asuh anak pasca perceraian.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang mendukung data utama
dan memberikan pejelasan mengenai data primer. Data sekunder
yang relevan dengan judul penelitian di atas di antaranya, Undang-
Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan
studi kepustakaan atau dokumen yang ada di Pengadilan Agama
Karanganyar serta buku-buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan
dengan penelitian. Serta hasil wawancara yang diperlukan sebagai
bahan penunjang untuk memperkuat data.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan
kamus Arab – Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari dan
mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini,
pengumpulan data berupa dokumen hasil putusan Pengadilan Agama
Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/ PA.Kra.
b. Wawancara
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Teknik pengumpulan data dengan cara atau melalui wawancara
merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab mengenai penetapan hak asuh anak di
Pengadilan Agama Karanganyar. Dengan narasumber Ketua Majelis
Hakim yang memutus perkara nomor 0408/Pdt.G/2017/PAKra yaitu
Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum sebagai Hakim yang membuat
keputusan akhir atau kesimpulan terakhir dalam perkara tersebut.
4. Teknik Analisis Data
Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data adalah
dengan menggunakan metode analasis isi (content analiysis) dengan
pendekatan kualitatif. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat
pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau
tercetak dalam media massa. Menurut Wimmer dan Dommick analisis
isi merupakan suatu prosedur yang sistematis yang dirancang untuk
menguji informasi yang direkam.32 Dalam penelitian ini menggunakan
cara membaca, memahami, dan memaknai isi dari sumber tertulis yaitu
putusan Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra. Kemudian setelah membaca,
memahami, dan memaknai putusan-putusan tersebut kemudian di
analisis dari sudut pandang hukum Islam terkait dengan penetapan hak
asuh anak di bawah umur kepada ayah.
H. Sistematika Penulisan
32 Syukur Kholil, Metodologi Penelitian, (Bandung: Citapusaka Media, 2006), hlm 51.
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Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari sub-sub
bab agar penulisan ini terstruktur dengan baik dan saling berhubungan
satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti menyusun sesuai dengan
sistematika pembahasan yang terdiri dari sebagai berikut:
BAB I, dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi
latar belakang, dimana dengan adanya uraian latar belakang dimaksudkan
agar pembaca dapat mengetahui pokok pikiran penyusun mengenai
argumentasi pemilihan tema penelitian, memberikan gambaran awal
mengenai obyek yang disusun serta pokok persoalan atau problematika
yang terjadi. Selain latar belakang dalam bab ini terdapat pula rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II, dalam bab ini memuat kumpulan landasan teori yang
membahas tentang tinjauan umum mengenai hak asuh anak (h}ad}a>nah)
serta tinjauan mengenai perlindungan anak pasca perceraian dan tinjauan
umum mengenai mas}lah}ah yang berfungsi untuk menganalisis data.
BAB III, dalam bab ini berisi uraian tentang data-data yang
relevan dengan penelitian yang akan dianalisis yang berupa deskripsi dari
perkara Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra. Serta didukung dengan
gambaran lokasi Pengadilan Agama Karanganyar.
BAB IV, dalam bab ini memuat analisis dari data penelitian
mengenai pertimbangan hakim dalam perkara tersebut agar dapat
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digunakan dalam menjawab permasalahan yang sesuai pada rumusan
masalah. Analisis yang peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif.
BAB V, bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh
pembahasan serta saran yang dapat diberikan, sebagai ringkasan
penelitian.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Umum Hak Asuh Anak (H}ad}a>nah)
1. Pengertian Hak Asuh Anak (H}ad}a>nah)
a. Menurut Hukum Islam
Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah
“H}ad}a>nah”. H}ad}a>nah berasal dari kata  a a ݛ yang berarti
memeluk, mendekap, mendidik, mengasuh, mengerami. Disamping
itu, kata  a a ݛ berarti pangkuan dan dada,    ෘ � a ݛ berarti perawatan
dan pengasuhan. Sementara    ෘ� a ݛ berarti pendidikan, penguasaan,
nasihat.33
H}ad}a>nah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat
tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan
anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu di
saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga
“h}ad}a>nah” dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan
pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri
mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut.34
33 Mahmud Junus, Kamus..., hlm.104.
34 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 175.
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Menurut Sayyid Sabiq, h}ad}a>nah adalah melakukan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun
perempuan, ataupun yang sudah besar tapi belum tamyiz, tanpa
perintah darinya, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya dan
menjaga dari yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani,
rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup
dan memikul tanggung jawab.35
Sedangkan Al-Shan’āny mengatakan bahwa h}ad}a>nah adalah
memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan
memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat
merusak dan mendatangkan madlarat kepadanya.36
H}ad}a>nah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah).
Dalam h}ad}a>nah, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani
dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan.
Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari
keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan
ia merupakan pekerjaan profesional. Sedangkan h}ad}a>nah
dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak
tersebut tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional,
35 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Kutub al.Arabiy, tt) j-2, hlm. 338.
36 Al-Shan’āny, Subul al-Salām, juz 3, (Kairo: Dār Ihyāʾ al-Turāts al-ʿAraby, 1379 H/1960 M),
hlm. 227.
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dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain.
H}ad}a>nah merupakan hak dari hadin, sedangkan pendidikan
belum tentu merupakan hak dari pendidik.37
H}ad}a>nah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan
mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa
tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya
persoalan h}ad}a>nah tersebut adakalanya disebabkan oleh
perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum dewasa
dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan
adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan
mendidik anak tersebut.38
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam
Dalam Kompilasi Hukum Islam, suami istri memikul kewajiban
untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai
pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan
pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat (3) Bab XII tentang Hak dan
Kewajiban Suami Istri).39 Pemeliharaan anak merupakan tanggung
37 Tihani, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2014), hlm. 216.
38 Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan..., hlm. 114-115.
39 Lihat: Pasal 77 ayat (3) Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri Kompilasi Hukum Islam.
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jawab kedua orang tuanya baik kedua orang tuanya masih hidup
rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.40
Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Apabila
anak tersebut telah mumayyiz, pemeliharaan anak yang sudah
mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau
ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, namun dalam hal biaya
pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya hal tersebut sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
Sedangkan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga
menyebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak
mendapatkan h}ad}a>nah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah
meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh seseorang yang juga
didominasi pada kaum perempuan.41
Mengenai batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau
dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik
maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan hal
40 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi, Cet-3, (Depok: Rajawali
Pers, 2017), hlm. 197.
41 Lihat: Pasal 105 Bab XIV Pemeliharaan Anak Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 Bab
XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Ketiga Akibat Peceraian Kompilasi Hukum Islam.
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ini sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada
Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak.42
Pasal tersebut mengaskan bahwa kewajiban kedua orang tua
adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik,
membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama
maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa. Dalam semua
aspek kehidupan manusia, terminologi pemeliharaan anak perlu
dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan, agar
orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada
terpenuhinya kebutuhan materiil anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan
mereka akan cinta dan kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan
lain-lain, turut menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian
anak.43
c. Menurut Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Hukum Perdata)
Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan bahwa, akibat putusnya perkawinan karena
perceraian adalah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan
kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan
anak maka Pengadilan memberi keputusannya; bapak bertanggung
jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
42 Lihat: Pasal 98 ayat (1) Bab XIV Pemeliharaan Anak Kompilasi Hukum Islam.
43 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam..., hlm. 192.
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diperlukan anak tersebut, bilamana bapak dalam kenyataan tidak
dapat memenuhi kewajiban Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu
ikut memikul biaya tersebut.44
Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban antara orang tua
dengan anak. Bagi pihak orang tua, dengan lahirnya anak, maka
kewajiban berupa memelihara, membelikan macam-macam
kebutuhan anak, ataupun mendidiknya, jelas harus dilakukan oleh
orang tua.45 Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Pasal 45 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni bahwa
kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin
atau dapat berdiri sendiri, kewajiban akan berlaku terus menerus
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.46
Di samping kewajiban memelihara anak dan mendidik, orang
tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun
atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua
44 Lihat: Pasal 41 Bab VII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
45 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016),
hlm. 126.
46 Lihat: Pasal 45 Bab X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
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juga untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan
perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.47
Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang
tuanya, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban. Kewajiban
anak terhadap orang tuanya adalah menghormati dan menaati
kehendaknya dengan baik. Bilamana anak telah dewasa, ia wajib
memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut
kemampuannya. Anak juga berkewajiban untuk memelihara
keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan
bantuannya.48
Antara hak dan kewajiban adalah penyeimbang. Kewajiban
orang tua merupakan hak pemeliharaan yang diterima oleh anak.
Ketika anak menerima haknya, maka anak perlu memenuhi
kewajibannya terhadap orang tuanya.49
Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal
231 Bagian ke-3 mengenai perceraian dan perkawinan, bubarnya
perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak
yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan
47 Zaidah Nur Rosidah, Buku Daras Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Surakarta: Fakultas
Syari’ah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 60.
48 Ibid. hlm 61.
49 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam..., hlm. 196.
36
yang telah dijaminkan bagi mereka oleh Undang-Undang, atau oleh
perjanjian perkawinan orang tua mereka.50
Pada umumnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak
cakap untuk bertindak sendiri. Berhubungan dengan itu, ia harus
diwakili oleh orang tua. Seorang anak yang sah sampai pada waktu
ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan
orang tuanya, selama kedua orang tua tersebut terikat dalam
hubungan perkawinan. Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu
mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan
berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa, atau kawin, atau pada
waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan.51
Ada pula kemungkinan, kekuasaan itu oleh hakim dicabut atau
orang tua dibebaskan dari kekuasaan, karena suatu alasan.
Kekuasaan itu dimiliki oleh kedua orang tua bersama, tetapi
lazimnya dilakukan oleh ayah. Hanyalah apabila ayah tidak mampu
untuk melakukannya, maka kekuasaan dilakukan oleh istrinya.
Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan
memelihara anaknya.
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (H}ad}a>nah)
H}ad}a>nah adalah hak bagi anak kecil karena kebutuhannya
kepada orang yang memelihara, menjaga, dan mengurus keperluannya,
50 Lihat: Pasal 231 Bagian 3 Perceraian Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
51 Subekti, Pokok-Pokok ..., hlm. 51.
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serta orang yang bertanggung-jawab atas pendidikannya.52 Ulama fikih
sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan
mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila
masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan didik dengan baik,
maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan
bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.53
Secara khusus Al-Qur’an menganjurkan kepada ibu agar
hendaknya menyusukan anak-anaknya, secara sempurna yaitu usia dua
tahun. Demikian juga Al-Qur’an mengisyaratkan, agar ibu tidak
menderita karena si anak, dan seorang ayah tidak menderita karena
anaknya. Ini dimaksudkan agar kedua orang tua memenuhi kewajiban
menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan,
tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang
mampu. Seperti dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233:
                        
                          
                         
52 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj.
Ahmad Tirmidzi, Lc, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 546.
53 Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan..., hlm. 115.
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                            
                            
                              
                        
                      
                           
                     
                         
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka
tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan
oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu
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kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang
kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah: 233)54
Ayat tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab
pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai
ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian
kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat, bahwa apabila
anak tersebut disusukan oleh wanita lain bukan ibunya sendiri, maka
ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui
secara ma’ruf.55
Untuk itu, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan
memelihara anak-anak mereka, pertumbuhan jasmani, rohani,
kecerdasan, dan pendidikan agamanya.56 Hal ini sesuai dengan dasar
hukum h}ad}a>nah (pemeliharaan anak) dalam firman Allah SWT At-
Tahrim ayat 6:
                                        
                                     
54 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah, 2011), hlm. 37.
55 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam..., hlm. 190.
56 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama..., hlm. 207.
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                                     
                 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan
batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Qs. At-
Tahrim:6)57
Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara
keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota
keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan
larang-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah
anak. 58
Untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak kecil diperlukan
kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang sehingga
seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai
persoalan mereka.59 Tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban
kewajiban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun
atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Pendidikan
yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu
57 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah, 2011), hlm. 560.
58 Tihani, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian..., hlm. 217.
59 Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan.., hlm. 116.
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bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat
menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta
mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa
yang akan datang.60
3. Yang Berhak Atas Hak Asuh Anak (H}ad}a>nah)
H}ad}a>nah dalam hal ini ialah menjaga, memimpin, dan
mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat, menjaga dan
mengatur dirinya sendiri.61 Hak asuh anak (h}ad}a>nah) akan menjadi
sengekata apabila jika terjadi perceraian antara ayah dan ibunya baik itu
perceraian dengan jalan talak, khuluk atau fasakh, terlebih apabila anak
atau anak-anaknya belum mumayyiz. Anak belum mumayyiz secara
Hukum Islam dianggap belum dapat menentukan pilihannya sehingga
harus diberikan putusan oleh pengadilan mengenai siapa yang berhak
untuk mengasuh dan memeliharanya.62
Ulama fikih memberikan urutan dan skala prioritas hak mengasuh
anak bagi para wanita, sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut.
Menurut mereka, naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat
dan mendidik anak, serta adanya kesabaran mereka dalam menghadapi
permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran
60 Slamet Abidin, dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),
hlm. 172.
61 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 25.
62 Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Suatu Kajian Di Bidang
Hukum Keluarga, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 137.
42
seorang laki-laki. Oleh sebab itu, dalam membicarakan urutan hak
pengasuhan anak, ulama fikih mendahulukan kaum wanita dari kaum
pria.63 Urutan yang berhak mengasuh anak, menurut ulama fikih adalah
sebagai berikut:
a. Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ia bercerai dengan
suaminya atau suaminya wafat. Kecuali, apabila ibu tersebut
seorang pezina, pencuri, dan orang gila, sehingga anak itu tidak
terawat dan sering ditinggal. Alasan ulama fikih mendahulukan ibu
dari pengasuh lainnya yakni sesuai dengan hadis riwayat dari
Abdullah ibn Amr:
 �   ݛ    :    �     �       Ë  ƪ ෘ� ݛ   ݛ �    Ë       � ݛ      �    � ෘ  ƪ � ݛ  ¨     �     
   �    �     �ݛ      �  �   ݛ Ǽ Ǆෘ                ݛ ݛ     �Ë           � ݛ  �       ǂ ݛ    � ݛ 
     �Ë    �           �   Ǽ Ǆ    ��  � Ë  ǰ ݛ   ƪ ෘ   Ƕ ݛ     � � ݛ   � ݛ     ݛ   � ݛ  
 Ƕݛ�Ǹ  ��� 
Artinya: “Seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah Saw):
“Wahai Rasulullah Saw. Anakku ini aku yang mengandungnya, air
susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat kumpulnya
(bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin
memisahkannya dari aku”, maka Rasulullah Saw, bersabda:
“Kamulah yang lebih berhak (memelihara)nya, selama kamu tidak
menikah.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim
menshahihkannya)64
63 Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan..., hlm. 118.
64 Al-Shan’āny, Subul al-Salām..., hlm. 227.
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b. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, setelah ibu,
nenek (ibu dari ibu) lebih berhak mengasuh anak, kemudian ibu
dari ayah, dan seterusnya sampai ke atas. Setelah itu hak
pengasuhan anak pindah secara berurut kepada saudara perempuan
anak, saudara-saudara ibu yang wanita, anak-anak wanita saudara
perempuan ibu, anak wanita dari saudara ibu yang laki-laki, lalu
saudara wanita ayah, kemudian para ashabah, sesuai dengan urutan
hak warisnya.65
c. Menurut ulama Mazhab Maliki, setelah nenek (ibu dari ibu), yang
berhak mengasuh anak secara berurut adalah saudara perempuan
ibu, ibu dari ayah, sampai ke atas. Saudara perempuan anak,
saudara perempuan ayah, anak wanita saudara laki-laki anak itu,
orang yang diberi wasiat oleh ayah dan/atau ibunya, kemudian para
ashabah yang paling baik. Ketentuan h}ad}a>nah dalam Mazhab
Maliki (dalam konteks terjadi perceraian) dibatasi kalau anak laki-
laki hingga dia baligh dan berakal (ihtilam/mimpi), setelah itu dia
bisa memilih apakah akan ikut ayah atau ibunya. Sedangkan bagi
anak perempuan batasannya hingga dia menikah.66
d. Menurut ulama Mazhab Hambali, hak pengasuhan anak setelah ibu
berpindah secara berurut kepada ibu dari ibu, ibu dari ayah, nenek
65 Al-Kasani. Badai’ al-Shanai’, juz VII, (Mesir: Maktabah al-Ilmiyah), hlm.234.
66 Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan..., hlm. 120.
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dari pihak ayah, dan ibu sampai ke atas. Saudara perempuan
kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah,
saudara perempuan seibu dari ibu, saudara perempuan seayah dari
ibu, anak wanita saudara laki-laki anak itu, anak wanita paman
anak itu, kemudian berpindah kepada ashabah secara berurut yang
dimulai dari ashabah terdekat.67
Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi
perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban
memilihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata
ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaaan tersebut
walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka,
tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap
pemeliharaan tersebut.
Persoalannya jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk
memelihara si anak. Undang-Undang Perkawinan saat ini belum
mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci.
Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih
menggunakan kitab-kitab fikih. Undang-Undang hanya menyentuh
aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja
67 Ibid. hlm. 120.
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dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non
materialnya.68
Sedangkan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang
h}ad}a>nah menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan
non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih
dari itu, Kompilasi Hukum Islam membagi tugas-tugas yang harus
diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang
belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan
menjadi tanggung jawab ayahnya. Kompilasi Hukum Islam juga
menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya sedangkan apabila
anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau
ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 105-106 Kompilasi Hukum Islam.69
Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih rinci mengenai
(h}ad}a>nah) yakni anak yang belum mumayyiz dalam putusnya
perkawinan maka ia berhak untuk mendapatkan h}ad}a>nah (hak asuh
anak) dari ibunya. Jika ibunya telah meninggal maka yang
menggantikan kedudukan ibunya adalah:70
a. Wanita-wanita dalam garis lurus ibu ke atas;
68 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam..., hlm. 298-301.
69 Ibid. hlm. 302-303.
70 Lihat: Pasal 156 Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.
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b. Ayah;
c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
d. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping ibu
(misalnya bibi, baik saudara perempuan sekandung ataupun seayah
dari ibu);
e. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping ibu
(misalnya bibi saudara perempuan ayah baik saudara perempuan
sekandung ataupun seayah dari ayah).
4. Syarat – Syarat Hadinah dan Hadin
Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan syarat-
syarat bagi hadinah dan hadin. Pemegang h}ad}a>nah wajib memenuhi
syarat-syarat yaitu:
a. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak
melakukan h}ad}a>nah dengan baik, seperti hadinah atau hadin
terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat
anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja;
b. Hendaklah ia seorang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal
dan tidak terganggu ingatannya. H}ad}a>nah adalah suatu
pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang
yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat
mempertanggungjawabkan pebuatan;
c. Menjalankan agama;
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d. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan h}ad}a>nah;
e. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak,
terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat
merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas
melakukan h}ad}a>nah;
f. Hendaklah hadinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada
hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki
yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadinah itu
berhak melaksanakan h}ad}a>nah, seperti ia kawin dengan paman
si anak dan sebagainya;
g. Hadinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika
hadinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada
dalam kesengsaraan.71
Mengenai syarat-syarat h}ad}a>nah yang harus dipenuhi syarat-
syaratnya (oleh wanita atau ibunya), apabila salah satu syarat yang tidak
dapat dipenuhi oleh wanita tersebut maka hak h}ad}a>nah dapat gugur.
Syarat-syarat hadinah yaitu:72
a. Istri (wanita) sehat akal, bukan gila penuh atau kadang (kumat),
beda dengan anfal ringan, misalnya: selama 1 (satu) tahun hanya 1
(satu) hari (kumatnya), maka tidak gugur hak h}ad}a>nah;
71 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh..., hlm. 183.
72 Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, Penerjemah: Abu H.F. Ramadhan B.A, Terjemah Fathul
Qarib, Cet-1, (Surabaya: CM Grafika, 2010), hlm.294-495.
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b. Wanita merdeka, bukan wanita amar, walaupun disetujui oleh
majikan untuk h}ad}a>nah;
c. Wanita beragama, bukan wanita kafir (yang merawat anak) orang
muslim;
d. Bersifat iffah (pandai menjaga kehormatan diri);
e. Bersifat amanah (terpercaya) bukan waruta fasiq. Walaupun tiada
syarat untuk menyatakan sifat adil (batinnya), tapi harus
menunjukkan adil (lahirnya);
f. Bermukim di negeri (daerah) anak yang tamyiz, supaya ibu-
bapaknya bermukim di negeri (daerah) yang sama, kalau salah
seorang (dari ibu-bapak) berpergian (jauh) ada hajat, misalnya
ibadat haji, atau berdagang dalam masa panjang, atau pendek, maka
anak tersebut dapat dirawat oleh salah satunya yang tidak
berpergian, sebelum pihak yang berpergian kembali ke negerinya.
Kalau salah satu (bapak-ibu) ada yang berminat pindah tempat,
maka h}ad}a>nah lebih diutamakan ditangani pihak bapak
(daripada ibu), dan ia berhak mencabutnya dari tangan ibunya;
g. Ibunya (sendiri) tidak bersuami dan muhrimnya anak tersebut.
Kalau di nikah lagi oleh seorang pria dari pihak yang masih
tergolong muhrimnya anak tersebut misalnya: Paman atau anak
paman atau anak saudara paman dari anak tersebut dan masing-
masing dari mereka suka mengasuh anak tersebut maka hak ibunya
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h}ad}a>nah tidak gugur. Jika ibunya tidak memenuhi salah satu
syarat tersebut di atas, maka gugurlah hak h}ad}a>nah nya.
5. Upah dan Masa Pengasuhan Anak (H}ad}a>nah)
Secara hukum, pengambilan upah dalam hal pengasuhan anak
sama dengan pengambilan upah dalam hal penyusuan anak. Karena itu,
seorang ibu tidak berhak untuk mendapatkan upah susuan selama ia
masih menjadi istri atau berada dalam masa iddah. Hal ini dilakukan
karena bila ia masih resmi menjadi istri dan berada dalam masa iddah,
ia tetap mendapatkan nafkah keluarga dan nafkah iddah dari
suaminya.73 Adapun sesudah habis masa iddahnya maka ia berhak atas
upah tersebut seperti haknya kepada upah menyusui.74 Allah Swt
berfirman:
 �   � �    Ǆ�     ݛ     �   Ǆ                   Ƕ   Ǽ Ǆ� ǄË            a �    �     a �  � Ǆ        
     �             
Artinya: “... maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu,
maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahlah di
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui
kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”
(Qs. At-Talaq:6)75
73 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Republika, 2017), hlm. 678.
74 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh..., hlm. 186.
75 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah, 2011), hlm. 559.
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Sementara itu perempuan yang mengasuh seorang anak (dalam hal
ini perempuan yang bukan merupakan ibu dari anak yang diasuh)
berhak mendapatkan upah sejak awal ia mengasuh anak tersebut.
Seluruh upah berlaku sejak awal pengasuhan dan tetap berada dalam
tanggungan sang ayah. Tanggungan itu pun tidak akan gugur,
melainkan bila telah ia lunasi ataupun telah perempuan pengasuh
relakan apabila tidak terpenuhi.
Walaupun mengenai upah h}ad}a>nah, serta kewajiban
memelihara dan membiayai pendidikan anak adalah tanggung jawab
suami, tetapi dalam hal suami tidak mampu maka tanggung jawab dapat
diambil alih oleh ibu atau dilaksanakan bersama-sama antara ibu dan
bapak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini
dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi
perceraian antara suami dan istri.76
Sedangkan mengenai masa asuhan anak (h}ad}a>nah) tidak
terdapat ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist yang menerangkan dengan
tegas tentang masa h}ad}a>nah, hanya terdapat isyarat-isyarat yang
menerangkan ayat tersebut. Berakhirnya masa asuhan adalah pada
waktu anak tersebut sudah bisa ditanya kepada siapa dia akan terus ikut.
Jika anak tersebut memilih ibunya maka ibu tetap berhak mengasuh
76 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 127.
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anak tersebut, jika anak memilih ikut dengan bapaknya maka hak asuh
pidah kepada bapak.77
Apabila anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh seseorang
yang berwenang, siapakah di antara keduanya (ibu dan bapak) yang
lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak tersebut, maka si anak
hendaklah diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur
kemaslahatan anak tersebut. Akan tetapi jika keduanya sama saja, anak
tersebut dapat memilih siapa di antara keduanya yang lebih disukai.
Dalam hadist dikatakan:
  �  �� aË          � �     � � Ë      ǄË � �  � ⺁    Ǆ�   Ƕ ݛ     � � ݛ        ݛ       ń �       
  ݛ�    
Artinya: “Nabi SAW, telah menyuruh seorang anak yang sudah sedikit
mengerti untuk memilih tinggal bersama bapaknya atau bersama
ibunya”(Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi).78
Menurut Mazhab Hanafi, h}ad}a>nah anak laki-laki berakhir pada
saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat
mengurus keperluannya sehari-hari. Sedangkan masa h}ad}a>nah
wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid
pertamanya yaitu umur 11 tahun bagi wanita dan umur 19 tahun bagi
77 Ibid. hlm. 126.
78 Beni Ahmad Saebani, Fiqh..., hlm. 25.
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laki-laki.79 Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berkhir
apabila anak sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya mani
pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak
pengasuhannya akan berakhir saat memasuki jenjang perkawinan.80
Sedangkan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa masa h}ad}a>nah
berakhir setelah anak mumayyiz yakni berumur antara tujuh atau
delapan tahun.81 Ulama Mazhab Hambali mengatakan, apabila anak itu
wanita dan mencapai umur tujuh tahun, dimana hak pengasuhannya
telah berakhir, maka hak pengasuhannya pindah kepada ayah. Adapun
hak pengasuhan terhadap anak yang dungu atau gila menurut
kesepakatan ulama fikih akan berakhir apabila penyakit dungu atau
gilanya sembuh.82
Apabila terjadi perbedaan pendapat antara ibu dan bapak tentang
h}ad}a>nah maka undang-undang menyerahkannya kepada
kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan ketentuan bahwa masa
h}ad}a>nah minimal tujuh tahun dan maksimal sembilan tahun. Namun
demikian diserahkan juga kepada kebijaksanaan hakim dengan
pedoman bahwa kemaslahatan anak harus diutamakan.
6. Pencabutan Hak Asuh Anak (H}ad}a>nah)
79 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh..., hlm. 185.
80 Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan..., hlm. 126.
81 Zakiah Darajat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, hlm. 163-164.
82 Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan..., hlm.127.
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Pada umumnya fukaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan
hak asuh anak (h}ad}a>nah). Namun hak h}ad}a>nah dapat
digugurkan dan dicabut dengan alasan murtad, berperilaku tidak terpuji,
berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering
keluar rumah, dan mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari
keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah upaya memelihara dan
menjamin kesehatan, pertumbuhan moral, dan perkembangan
psikologis anak.83
Di samping alasan-alasan yang dikemukakan di atas, menurut
jumhur ulama istri yang menikah lagi dengan laki-laki lain dapat
menggugurkan hak h}ad}a>nah-nya. Akan tetapi jika laki-laki tersebut
memiliki kasih sayang pada anak, maka hak h}ad}a>nah ibu tersebut
masih berlaku.84
Sejalan dengan pendapat di atas, Ibnu Qudamah mengemukakan
bahwa, pencabutan hak h}ad}a>nah sebagaimana pendapat Al-Jundi
bahwa prinsip dasar yang dapat dijadikan alasan pencabutan hak
h}ad}a>nah ibu adalah adanya situasi dan kondisi pada ibu yang dapat
merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan agama
anak. Dasar dan orientasi dalam h}ad}a>nah adalah kemaslahatan dan
83 Ibid. hlm. 131.
84 Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1972), Jilid VII, hlm. 299.
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kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak ibu atau ayah. Hak
h}ad}a>nah ibu atau ayah dapat gugur jika anak dikumpulkan dengan
orang yang dibencinya.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih klasik tidak
mengatur secara rinci tentang hal yang dapat menggugurkan dan
pencabutan terhadap hak h}ad}a>nah. Namun pencabutan dan
pengguguran hak h}ad}a>nah dapat dipahami dari persyaratan-
persyaratan terhadap pemegang hak h}ad}a>nah. Adapun alasa-alasan
digugurkan dan dicabutnya hak h}ad}a>nah seseorang antara lain:
Pertama, hal-hal yang disepakati, yaitu:
a. Tidak bisa dipercaya;
b. Berperilaku tidak terpuji;
c. Membahayakan kepentingan anak.
Kedua, hal-hal yang masih diperdebatkan, yaitu:
a. Kafir dan murtad;
b. Istri menikah lagi dengan laki-laki lain.
Begitu pula dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor
1 Tahun 1974 Pasal 49 salah seorang atau kedua orang tua dapat
dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu
yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam
garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat
yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: (a) Ia
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sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b) Ia berkelakuan
buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih
tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak
tersebut.85
Hal ini juga sejalan dalam hukum perdata di Indonesia, orang yang
melakukan kekuasaan orang tua, dapat dibebaskan dari kekuasaan
tersebut, berdasarkan alasan ia tidak cakap atau tidak mampu untuk
melakukan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Yang
dimaksudkan oleh undang-undang ialah suatu kenyataan bahwa seorang
ayah atau ibu mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan ia tidak lagi
dianggap cakap untuk melakukan kekuasaan orang tua. Alasan-alasan
tersebut antara lain, jika orang tua salah mempergunakan atau sangat
melalaikan kewajiban sebagai orang tua, berkelakuan buruk, dihukum
karena sesuatu kejahatan yang ia lakukan bersama-sama dengan
anaknya atau dihukum di penjara selama dua tahun atau lebih. Hal ini
dapat dimintakan pencabutan kekuasaan baik oleh istri terhadap suami
atau sebaliknya, selanjutnya dapat pula dimintakan oleh anggota-
anggota keluarga yang terdekat.86
B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak Pasca Perceraian
85 Lihat: Pasal 49 Bab X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
86 Subekti, Pokok-Pokok..., hlm, 52.
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1. Pengertian Anak
Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan
belum kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2), batas usia 21 tahun ditetapkan
berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial,
tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi, dan tahap
kematangan mental.87 Pada usia 21 tahun, anak sudah dianggap
mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan
mental.88 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18
tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih ada dalam
kandungan.89
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 330
disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu
mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih
dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur
87 Lihat: Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143).
88 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 5.
89 Lihat: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235).
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mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan
belum dewasa.90
Adapun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam sama-sama mengatur batas usia anak, Undang-
Undang Perkawinan mensyaratkan sebelum berumur 18 tahun
sedangkan Kompilasi Hukum Islam membatasinya pada umur 21 tahun.
Yang jelas pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin tersebut
ditentukan berdasarkan pertimbangan kemashlahatan dan kemandirian
anak.91 Sedangkan dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan pasti
tentang definisi anak dan ukuran kedewasaan. Namun ukuran
kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu
haid untuk perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki.92
2. Perlindungan Anak
Anak adalah tunas bangsa, sebagai generasi penerus memiliki
segala potensi dan bakat yang harus dikembangkan agar mampu
menjadi generasi berkualitas. Kebutuhan dasar anak dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2)
berbunyi bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
90 Lihat: Pasal 330 Bab XV Kebelumdewasaan dan Perwalian Bagian Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
91 Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam..., hlm. 305.
92 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak ..., hlm.47.
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tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi”.93
Perlindungan anak, berasaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, yang meliputi: a)
Non diskriminasi; b) Kepentingan yang terbaik bagi anak; c) Hak untuk
hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; d) Penghargaan
terhadap pendapat anak.94
Perlindungan kepada anak sangat diperlukan dalam pemenuhan
kebutuhan hak dasar anak, hak hidup, hak tumbuh dan kembang juga
hak untuk eksplorasi sebagai manusia yang memiliki potensi dan bakat
yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perlindungan anak
bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.95
93 Titik Haryati, Perlindungan Anak..., hlm. 2.
94 Lihat: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235).
95 Lihat: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235).
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Pemenuhan untuk hidup dan tumbuh kembang tidak akan terpenuhi
oleh semua anak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemenuhan kebutuhan akan hak hidup apabila kondisi keluarga yang
dikarenakan ekonomi kurang maupun kondisi keluarga yang tidak
harmonis merupakan suatu hambatan dalam memenuhi kebutuhan anak
untuk tumbuh dan kembang yang disebabkan karena masalah tersebut.96
Untuk itu baik orang tua maupun keluarga berperan penting dalam
tumbuh kembang anak. Seperti dalam penjelasan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 bahwa
setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain
mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi
maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiyaan,
ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya.97
Mengenai tanggung jawab, bahwa tanggung jawab mengandung
unsur rasa berkeharusan atau rasa wajib sebagai kelanjutan atau
konsekuensi sesuatu yang mendahuluinya. Tanggung jawab diartikan
dengan keadaan menanggung segala sesuatunya.98 Tanggung jawab
sering dikaitakan dengan kewajiban manusia terhadap manusia. Seperti
96 Titik Haryati, Perlindungan Anak..., hlm. 20-21.
97 Ibid. hlm. 8.
98 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1990), hlm. 899.
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halnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Karena belum mampu
berdiri sendiri, maka anak membutuhkan perlindungan dari orang tua.
Dan setiap orang tua berkewajiban memberikan perlindungan kepada
anak.99 Adapun yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua
terhadap perlindungan anak, bahwa orang tua berkewajiban dan
bertanggun jawab untuk:100
a. Mengasuh, memelihara, mendididk, dan melindungi anak;
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya, dan;
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam
memberikan perlindungan anak, melalui ketahanan keluarga sebagai
dasar dalam pola asuh orang tua untuk memberikan pendidikan
informal dengan dasar pendidikan adalah penanaman pendidikan budi
pekerti, sopan santun, etika dan spiritual. Orang tua yang telah
diberikan anugerah dengan memiliki anak mempunyai tanggung jawab
besar untuk memfasilitasi tumbuh dan kembang anak dengan
optimal.101 Tanggung jawab tidak hanya pada anak yang di asuh
99 Supardi, “Hadhanah dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak”, Jurnal Kajian Hukum Islam
Al-Manahij, (Purwokerto), Vol.VIII Nomor 1, 2014, hlm. 60.
100 Lihat: Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
101 Titik Haryati, Perlindungan Anak..., hlm. 31.
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namun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan
anugerah anak untuk di asuh, dibesarkan, dididik, dan di bimbing
hingga dewasa siap menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri,
keluarga, bangsa dan Negara. Begitu pula dalam Syariat Islam yang
berhubungan dengan perkawinan bukan hanya mengutamakan soal
membuahkan keturunan, melainkan menjaga keturunan yang
merupakan amanah dari sang Pencipta. Perkawinan adalah bagian dari
tujuan syariat Islam, yakni memelihara keturunan (hifzh an-nasl),
dengan cara memelihara agama, akal, jiwa, dan harta kekayaan.102
Sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada
intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syara’ tersebut, maka
perbuatannya dinamakan mas}lah}ah. Disamping itu upaya untuk
menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima
aspek tujuan syarak tersebut, juga dinamakan mas}lah}ah 103
C. Tinjauan UmumMas}lah}ah
1. PengertianMas}lah}ah
102 Beni Ahmad Saebani, dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 49.
103 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasyfa fi ‘ilmi al-Ushul, juz I (Bairut: Dār al-Kutub al-
Ilmiyyah), hlm 434.
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Secara etimologis, kata  �ݛa쳌  jamaknya  �a쳌  berarti sesuatu
yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan
atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan
  �a   ǂ   yaitu yang baik dan benar.104 Selain itu, kata mas}lah}ah
juga diartikan sebagai segala sesuatu yang di dalamnya terdapat
kemanfaatan bagi manusia.
Kata mas}lah}ah sama persis dengan kata al-manfa’ah baik secara
wazn maupun maknanya. Oleh karena itu, kata mas}lah}ah ada yang
mengatakan bahwa ia merupakan bentuk mas}dar yang berarti shalah
(kemaslahatan), seperti kata manfa’ah yang berarti an-naf’u
(kemanfaatan).105
Menurut pengertian syara’ pada dasarnya dikalangan ulama ushul
mempunyai pandangan yang sama meskipun berbeda dalam
memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman secara tegas
menyebutkan bahwa mas}lah}ah dengan pengertian yang lebih umum
dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia
104 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Unit
Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP Al-Munawwir, 1984), hlm. 667.
105 Abdul Hayy Abdul, Pengantar Ushul..., hlm 313.
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baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun
yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.106
Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi mas}lah}ah itu
ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia
serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Selanjutnya, Imam
al-Ghazali, mendefinnisikan mas}lah}ah sebagai berikut:
 a     �a쳌    ¨   a �  �              ǄǼ �    ݛ   a             ¨  �      ¦     � ݛ a    
  �ෘ  
Artinya: “Maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan
mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.”107
Mas}lah}ah dapat juga diartikan sesuatu yang dipandang baik oleh
akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan
keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’
dalam menetapkan hukum. Mas}lah}ah dalam artian syara’ yang
menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang menjadi ukuran dan
rujukannya dalam tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta benda.108
106 Romli SA, Studi Perbandingan..., hlm. 218.
107 Ibid. hlm. 219.
108 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 369-
370.
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Sedangkan mengenai tujuan dari mas}lah}ah pada dasarnya adalah
menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan yang mana
merupakan tujuan yang dikehendaki oleh pembuat syariat.109 Tujuan
pensyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan
bagi manusia dalam segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan
terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.
Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh
syari’ adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi
manusia.110
2. Macam-MacamMas}lah}ah
Dilihat dari macam mas}lah}ah para ulama ushul fiqh
mengemukakan bagian dari segi tingkatannya yakni yang berkaitan
dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Mas}lah}ah
dilihat dari segi tingkatannya dapat dibedakan kepada tiga macam:
a. Mas}lah}ah ad-daru>riyyah   ෘ    a    �ݛa쳌   yaitu kemaslahatan
yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang
berkaitan dengan agama maupun di dunia. Apabila ia tidak ada
akan rusaklah dan hancurlah kehidupan manusia secara
keseluruhan, terutama kelima jenis mas}lah}ah ad-daru>riyyah
109 Abdul Hayy Abdul ‘Al, Pengantar..., hlm. 315.
110 Romli SA, Studi Perbandingan..., hlm. 219-220.
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yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
kekayaan.111
b. Mas}lah}ah al-ha>jiyya>h   � �Ǹ   �ݛa쳌   yaitu persoalan-
persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan
kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat
dari segi kepentingannya, maka mas}lah}ah ini lebih rendah
tingkatannya dari mas}lah}ah ad-daru>riyyah  Di antara ketentuan
hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan
kepentingan-kepentingan manusia ialah semua keringanan yang
dibawa oleh ajaran Islam seperti boleh berbuka puasa bagi musafir
dan orang yang sedang sakit.112
c. Mas}lah}ah at-tahsiniyya>h   �Ǽ� ��    �ݛa쳌   yaitu mas}lah}ah
yang apabila tidak dikerjakan kehidupan tidak mengalami kesulitan,
akan tetapi perwujudan mas}lah}ah ini merupakan tanda akhlak
yang luhur atau kebiasaan yang baik. Termasuk dalam hal ini
adalah usaha-usaha penyempurnaan terhadap apa yang pantas dan
mengindari apa yang tidak pantas.
111 Asmawi, Perbandingan..., hlm. 129.
112 Romli SA, Studi Perbandingan..., hlm. 221-222.
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Dilihat dari segi kandungan mas}lah}ah, para ulama ushul fiqh
membaginya kepada:113
a. Mas}lah}ah al-a>mmah   ��     �ݛa쳌   yaitu kemaslahatan umum
yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum
itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa
berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
Seperti contoh para ulama membolehkan membunuh penyebar
bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut
kepentingan orang banyak.
b. Mas}lah}ah al-kha>s}s}ah    �    �ݛa쳌   yaitu kemaslahatan
pribadi dan sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang
berkaitan dengan pemutus hubungan perkawinan seseorang yang
dinyatakan hilang mafqu>d 
Berdasarkan dari segi syara’ para ulama ushul membaginya kepada
tiga macam:114
a. Mas}lah}ah al-mu’tabarah  ¨a� 쳌   �ݛa쳌   yaitu mas}lah}ah yang
diperhitungkan oleh syara’. Maksudnya, ada petunjuk dari syara’
baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk
pada adanya mas}lah}ah yang menjadi alasan dalam menetapkan
113 Nasroen Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 116.
114 Amir Syarifuddin, Ushul..., hlm. 373.
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hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap
mas}lah}ah tersebut dibagi menjadi dua:
1) Muna>sib mu’atstsir   ư 쳌    �Ǽ쳌   yaitu ada petunjuk langsung
dari pembuat hukum yang memperhatikan mas}lah}ah tersebut.
Maksudnya, ada petunjuk syara’ dalam bentuk nash atau ijma’
yang menetapkan bahwa mas}lah}ah itu dijadikan alasan dalam
menetapkan hukum. Misalnya dalil nash yang menunjukkan
langsung kepada mas}lah}ah, tidak baiknya mendekati
perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah
penyakit. Hal tersebut disebut mas}lah}ah karena menjauhkan
diri dari kerusakan atau penyakit.
2) Muna>sib mula>im  Ƕ  �쳌    �Ǽ쳌   yaitu tidak ada petunjuk
langsung dari syara’ baik dalam bentuk nash atau ijma’ tentang
perhatian syara’ terhadap mas}lah}ah tersebut, namun secara
tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara’ secara
langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan
untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada
petunjuk syara’ bahwa keadaan itulah ditetapkan syara’sebagai
alasan untuk hukum yang sejenis. Misalnya, berlanjutnya
perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak
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gadisnya tersebut belum dewasa. Belum dewasa hal ini
menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan anak itu, yaitu
perwalian dalam harta milik anak kecil.
b. Mas}lah}ah al-mulgah  ¨�-ݛ쳌   �ݛa쳌   atau mas}lah}ah yang ditolak,
yaitu mas}lah}ah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak
diperhatikan oleh syara’ dan adanya petunjuk syara’ yang
menolaknya. Misalnya, opini hukum yang menyatakan porsi hak
kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak
kewarisan perempuan, dengan mengacu pada dasar pikiran
semangat kesetaraan jender. Dasar pikiran demikian memang
bermuatan mas}lah}ah tetapi dinamakan mas}lah}ah al-mulgah 
c. Mas}lah}ah al-mursalah  �ݛ  쳌   �ݛa쳌   yaitu kemaslahatan yang
keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan
atau ditolak syara’ melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam
bentuk ini terbagi yakni:
1) Mas}lah}ah al-gari>bah, yaitu kemaslahatan yang asing atau
kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara’,
baik secara rinci maupun secara umum.
2) Mas}lah}ah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak
didukung dalil syara’ atau nash yang rinci tetapi didukung oleh
sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).
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Dalam hal ini mengenai mas}lah}ah mursalah jumhur ulama
mengajukan pendapat, bahwa mas}lah}ah mursalah merupakan
hujjah syar’iyyah yang dijadikan metode pembentukan hukum
mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada nash,
ijma’, qiya>s atau istih}sa>n, maka disyariatkan dengan
menggunakan mas}lah}ah mursalah. Pembentukan hukum
berdasarkan mas}lah}ah mursalah ini tidak berlangsung terus
menerus lantaran diakui oleh syara’.115 Bahwa mas}lah}ah itu
hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nash sebagai bahan
rujukan. Untuk dapat berijtihad dengan menggunakan mas}lah}ah
mursalah terdapat syarat yang harus dipenuhi, yakni:116
1) Mas}lah}ah mursalah itu adalah mas}lah}ah yang hakiki dan
bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa
ia benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan
menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mas}lah}ah yang hakiki
benar-benar telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara’
115 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), terj. Moh Adib,
(Bandung: Rajawali Press, 1993), hlm. 144.
116 Amir Syarifuddin, Ushul..., hlm. 383.
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dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan
kemaslahatan bagi umat manusia.
3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mas}lah}ah yang hakiki
dan telah sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan
hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara’ yang telah ada,
baik dalam bentuk nash Al-Qur’an dan Sunnah, maupun ijma’
ulama terdahulu.
4) Mas}lah}ah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang
memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan
dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan
hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat
dari kesulitan
Dari persyaratan di atas terlihat bahwa ulama yang
menggunakan mas}lah}ah mursalah dalam berijtihad cukup berhati-
hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa
yang dilakukan ulama adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal
yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.
Secara global adanya persyaratan kehujjahan mas}lah}ah
mursalah di atas digunakan semata-mata untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia dan lebih diarahkan pada upaya untuk
menghilangkan kesulitan dan menolak kemudaratan. Sedangkan
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mengenai kaidah yang berhubungan dengan mas}lah}ah yakni
sebagai berikut:117
1)  ƶ � a       ݛ    ݛ       ݛ �     �           
Artinya: “Menghindari kesulitan harus didahulukan dari
mendatangkan kemaslahatan”.
Kaidah ini menunjukkan bahwa mengikuti ketentuan
hukum secara konsisten dapat mewujudkan mas}lah}ah 
Namun jika mewujudkan mas}lah}ah itu sendiri dapat
menimbulkan mafsadah bagi dirinya, maka lebih baik
menghindari mafsadah daripada melakukan sesuatu yang dapat
menimbulkan mas}lah}ah namun pada saat bersamaan,
mukallaf sendiri memperoleh mafsadah.
2) �   ¦        �      � Ë       � �   ¦                 �         �     �   Ǆ     
Artinya: “Apabila ada dua kemadharatan yang bertentangan,
maka diutamakan menghindari kemadharatan yang lebih
besar resikonya, dengan jalan melakukan yang lebih ringan
resikonya”.
117 Abdul, Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan
Perkembangannya di Indonesia, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 197-199.
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BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR, DAN
DESKRIPSI PERKARA NOMOR 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Karanganyar
Kabupaten Karanganyar, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi
Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Karanganyar, sekitar 14 km sebelah
timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen
di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di timur,
Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta,
dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Karanganyar memiliki
sebuah Kecamatan exclave yang terletak diantara Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta, yaitu Kecamatan Colomadu.
Proses historis terbentuknya Kabupaten Karanganyar dimulai dari
pemerintahan Desa yang kecil, yang terbentuk pada masa perjuangan
Raden Mas Said, pada tahun 1741-1757. Ketika itu Raden Mas Said yang
dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa menjadikan beberapa daerah
sebagai pusat perlawanan terhadap Belanda. Daerah-daerah tersebut
adalah daerah Nglaroh, daerah Sembuyan, dan daerah Matesih, yang
selanjutnya menjadi titik sejarah dan awal dari proses pertumbuhan
perintahan.
Berdasarkan Staatsblad Nomor 30 tahun 1847, tanggal 5 Juni 1847,
Kabupaten Anom (Onderregent) Karanganyar terbentuk, bersama-
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sama dengan dibentuknya 2 (dua) Kabupaten Anom lain, yaitu Kabupaten
Anom Wonogiri dan Anom Malangjiwan, yang berada dalam wilayah
pemerintahan Kadipaten Mangkunegaran. Dalam pelaksanaan
pemerintahannya, pada setiap Kabupaten Anom, termasuk pada
Kabupaten Anom Karanganyar dibentuk Kantor Urusan Pemerintahan,
Kantor Urusan Pengadilan, Kantor Urusan Kepolisian, dan Kantor Urusan
Perkebunan.
Pada tahun 1917, dengan Rijksblad Mangkunegaran nomor 37
dibentuk 2 (dua) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Karanganyar dan
Kabupaten Wonogiri. Dan pada tanggal 18 November 1917, Kanjeng
Gusti Pangeran Arya Mangkunegara VII melantik KRMT. Hardjo
Hasmoro sebagai Bupati Karanganyar.
Berdasarkan Rijksblad Mangkunagaran Nomor 10 tahun 1923,
Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Kawedanan,
yaitu:
1. Kawedanan Karanganyar
2. Kawedanan Karangpandan
3. Kawedanan Jumapolo
Dalam 3 (tiga) Kawedanan tersebut terdapat 14 (empat belas)
wilayah Kapanewon atau Kecamatan, yaitu:
1. Kapanewon Karanganyar
2. Kapanewon Tasikmadu
3. Kapanewon Jaten
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4. Kapanewon Kebakkramat
5. Kapanewon Mojogedhang
6. Kapanewon Karangpandan
7. Kapanewon Matesih
8. Kapanewon Tawangmangu
9. Kapanewon Ngargoyoso
10. Kapanewon Kerjo
11. Kapanewon Jumapolo
12. Kapanewon Tugu (sekarang Jumantono)
13. Kapanewon Jatipuro
14. Kapanewon Jatiyoso
Setelah proklamasi kemerdekaan terjadi reorganisasi pemerintahan
daerah di Indonesia. Tiga Kapanewon yang sebelumnya tidak termasuk
wilayah Kabupaten Karanganyar, setelah proklamasi kemerdekaan
dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. Tiga Kapanewon
tersebut adalah Kapanewon Malangjiwan (sekarang Kecamatan
Colomadu), Kapanewon Kaliyoso (sekarang Gondangrejo), dan
Kapanewon Jenawi. Sejak saat itu maka wilayah Kabupaten Karanganyar
menjadi 17 (tujuh belas) Kapanewon atau Kecamatan.
Sedangkan, Pengadilan Agama Karanganyar dibentuk berdasarkan
pada Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1963 dan berlaku
efektif menjalankan tugas sejak dilantiknya Ketua Pengadilan Agama
Karanganyar yang pertama pada tanggal 7 Maret 1964.
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Mengenai gedung perkantorannya tadinya berpindah dari satu
tempat ke tempat lain secara kontrak, yang terakhir di Jalan Lawu Timur
Nomor 137 KM 16,6 Rt.03/13 Tegalwinangun Kelurahan Tegalgede
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Dengan luas tanah 892
m2 dengan Nomor Sertifikat 4415382 tanggal 4 Nopember 1980. Untuk
gedungnya luas bangunan 600 m2, dibangun dengan DIP tahun 1979/1980
dan DIP tahun 1983/1984.
Batas wilayah Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai dengan
wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu :
o Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur
o Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
o Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali
o Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri
Mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama juga disesuaikan
dengan Peradilan Umum dan Peradilan lainnya, sehingga status
kedudukannya menjadi sederajat dengan Peradilan lain yang ada di
Indonesia, usunan struktur organisasi Pengadilan Agama Karanganyar
tahun 2019 ialah sebagai berikut:118
Ketua : Drs. M. Danil, M.A
Wakil Ketua : -
Hakim : Dr. Drs. Mudara, MSI
Drs. H. Daldiri, SH
118 Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Karanganyar, Online, http://pa-
karanganyar.go.id/alur-pelayanan-informasi/ diakses 05 Mei 2019, jam 22.13 WIB.
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Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum
Muhamad Imron, S.Ag, MH
Drs. M. Muslih, M.H
Panitera : Drs. H. Zamzami, MSI
Sekretaris : Drs. Herman K, S.H., M.Si
Panmud Permohonan : H. Muh. Wahid. J , BA
Panmud Hukum : Suminah, SH, MH
Panmud Gugatan : Sasmito, S.H
Staff Panmud Gugatan : M. Nurrohman, SH
Kasub Bag Perencanaan, IT, Pelaporan : Suroso, SH, MM
Kasub Bag Kepegawaian & Ortala : H. Moch. Munawar Kholil
Kasub Bag Umum & Keuangan : Rizal Zaenal A, SH
Panitera Pengganti : Fitri Istiawan, SH
Mursyidah, SHI
Jurusita : Wagiyo, SH
Edy Margono
Taufik Hidayat
Martasaputra S.Kom, MM
Jurusita Pengganti : Sriyono
Nur Ichwan, SHI
Mengenai jumlah perkara hak asuh anak (h}ad}a>nah) yang
diterima di Pengadilan Agama Karanganyar terdapat 11 perkara dari tahun
2017-2018. Sedangkan, untuk perkara yang diputus jatuh pada pengasuhan
78
ayah terdapat 4 perkara dari tahun 2017-2018. Adapun prosedur pengajuan
gugatan hak asuh anak (h}ad}a>nah) di Pengadilan Agama Karanganyar
sama dengan prosedur pengajuan gugatan yang lainnya. Pengajuan
gugatan hak asuh anak (h}ad}a>nah) juga dapat dikumulasikan atau
digabungkan dengan gugat cerai maupun cerai talak.119 Yakni dengan cara
sebagai berikut:120
1. Langkah yang harus dilakukan Penggugat/Pemohon
(Istri/Suami/kuasanya):
Mengajukan gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan kepada
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo
pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006). Penggugat/Pemohon dianjurkan untuk
meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah
tentang tata cara membuat surat gugatan/surat permohonan. Surat
gugatan/surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah
posita dan petitum. Jika Tergugat/Termohon telah menjawab surat
gugatan/permohonan tersebut harus atas persetujuan
Tergugat/Termohon.
2. Gugatan/Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah:
119 Zamzami, Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 02 Mei 2019,
jam 10.00-10.30 WIB.
120Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Karanganyar, Online, http://pa-
karanganyar.go.id/alur-pelayanan-informasi/ diakses 05 Mei 2019, jam 22.13 WIB.
79
Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
Penggugat/Termohon. Bila Penggugat/Termohon meninggalkan
tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin
Tergugat/Pemohon, maka gugatan/permohonan harus diajukan kepada
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman Tergugat/Pemohon. Bila
Penggugat/Termohon berkediaman di luar negeri, maka
gugatan/permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah
Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
Tergugat/Pemohon. Bila Penggugat/Pemohon dan
Tergugat/Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka
gugatan/permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah
Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan
pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. Gugatan/Permohonan tersebut memuat:
a. Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman
Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.
b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4. Gugatan/Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri
dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan
gugatan/permohonan cerai talak atau sesudah putusan perceraian
memperoleh kekuatan hukum tetap atau ikrar talak diucapkan.
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5. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo
pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 20060. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara
secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).
B. Deskripsi Perkara Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra
Pada perkara Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra adalah perkara
mengenai hak asuh anak (h}ad}a>nah). Gugatan perkara hak asuh anak
(h}ad}a>nah) diajukan oleh Penggugat121 seorang laki-laki berusia 39
tahun, agama Islam, beralamat di Kabupaten Karanganyar melawan
Tergugat122 seorang perempuan berusia 39 tahun, agama Islam, beralamat
di Kabupaten Karanganyar.
Perkara hak asuh anak (h}ad}a>nah) tersebut muncul setelah
adanya perkara cerai talak antara kedua suami istri yakni Pemohon
seorang laki-laki berusia 39 tahun, agama Islam, beralamat di Kabupaten
Karanganyar melawan Termohon seorang perempuan berusia 39 tahun,
agama Islam, beralamat di Kabupaten Karanganyar yang diajukan di
Pengadilan Agama Karanganyar yang telah diputus oleh Majelis Hakim
dengan putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.Kra dan telah inkrah atau
berkekuatan hukum tetap dengan adanya akta cerai Nomor
0423/AC/2016/PA.Kra pada tanggal 29 Maret 2016.
121 Penulisan nama ditulis dengan istilah Penggugat guna menjaga privasi dari Penggugat.
122 Penulisan nama lawan ditulis dengan istilah Tergugat guna menjaga privasi dari Tergugat.
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Bahwa dalam perceraian talak antara suami istri tersebut pada
awalnya kedua anak kandung yang bernama XXX (nama anak di
anonimasi) dan XXX (nama anak di anonimasi) yang semuanya belum
mencapai usia 12 tahun (belum mumayyiz) tidak dimintakan atau
dimohonkan siapa hak asuhnya dari kedua anak tersebut.
Sehingga pada tanggal 03 April 2017 penggugat atau ayah
kandung dari anak tersebut mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak
(h}ad}a>nah) ke Pengadilan Agama Karanganyar dan telah terdaftar
dalam perkara Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra. Dalam gugatan hak asuh
anak (h}ad}a>nah) tersebut, Penggugat pada pokoknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:123
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah menikah dan pada tanggal 29
Maret 2016 telah bercerai dengan akta cerai Nomor
0423/AC/2016/PA.Kra. Dan dalam perceraian itu kedua anak tidak
dimintakan atau dimohonkan siapa hak asuh dari kedua anak tersebut.
- Penggugat mengemukakan bahwa sebelum atau sesudah bercerai,
kedua anak tinggal bersama Penggugat di Jakarta dan telah diasuh,
dididik, dan semua biaya pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari
telah dicukupi Penggugat karena Penggugat juga mempunyai
penghasilan yang tetap sehingga mampu membiayai kedua anak
tersebut.
- Penggugat juga khawatir apabila kedua anak di asuh dan tinggal
bersama Tergugat mengingat Tergugat bekerja dari pagi pulang sore
hari sehingga pengawasan serta perhatian terhadap kedua anak sangat
kurang dan juga karena sebelum bercerai Tergugat menjalin hubungan
dengan pria lain, yang mengakibatkan terjadi perceraian serta
Penggugat takut jika perbuatan tersebut ditiru oleh kedua anak dan bisa
mempengaruhi jiwa menjadi kurang baik.
Atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Karanganyar yang amarnya sebagai berikut:
Primer:
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
123 Posita dan Petitum Perkara Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 03 April 2017.
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- Menetapkan bahwa kedua anak yang bernama XXX (nama anak di
anonimasi) lahir di Karanganyar tanggal XXX dan XXX (nama
anak di anonimasi) lahir di Karanganyar tanggal XXX di bawah
asuhan Penggugat;124
- Membebankan semua gugatan ini kepada Tergugat;
Subsider:
Atau apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon
memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Bahwa setelah mengoptimalkan usaha perdamaian namun tidak
berhasil, kemudian atas gugatan tersebut Tergugat menyampaikan
jawaban yang pada pokonya menolak dalil-dalil Penggugat pada Posita 3
bahwa setelah adanya perceraian kedua anak di bawa ke Tangerang dalam
keadaan di paksa oleh Penggugat yang pada akhirnya anak merasa tidak
nyaman bahkan merasa tertekan dan tanpa kasih sayang Tergugat. Kedua,
pada Posita 4 bahwa benar anak tinggal bersama Penggugat di Tangerang,
namun apabila anak ingin berkomunikasi dengan Tergugat tidak diberikan
kesempatan, bahkan sering mendapat marah dari Penggugat dan Ibunya.
Bahwa benar Penggugat mempunyai penghasilan cukup namun melihat
Penggugat bekerja dari pagi sampai setidaknya pukul 21.00 WIB dan
secara nyata anak-anak ditemani oleh Ibu Penggugat, sehingga janggal jika
Penggugat bisa memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anaknya.
Tergugat juga merasa, kekhawatiran Penggugat berlebihan dan
tidak beralasan sehingga seperti memiliki upaya memisahkan anak dengan
ibunya. Pada pertengahan Juni 2017 Tergugat bertemu dengan kedua anak,
kemudian anak-anak menyatakan keinginannya tinggal bersama Tergugat
atau ibu kandung dan karena Tergugat bekerja sebagai karyawan bank,
124 Penulisan identitas anak ditulis dengan anonimasi identitas guna menjaga privasi kedua
anak.
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Tergugat memiliki penghasilan cukup untuk biaya hidup bagi diri sendiri
dan anak-anaknya. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2017 Tergugat berniat
membicarakan masalah anak tersebut dengan Penggugat di Tangerang,
tetapi Penggugat tidak ada dirumah sehingga Tergugat dan anak-anak
kembali ke Karanganyar. Sesuai dengan pasal 156 a Kompilasi Hukum
Islam jika terjadi perceraian antara suami istri, anak yang belum mumayyiz
berhak mendapatkan hak asuhan dari ibunya. Hingga jawaban ini diajukan
tidak terdapat bukti sebagai alasan dicabutnya hak asuh anak bagi
Tergugat Konvensi maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan
hak asuh anak dari kedua anak bernama XXX (11 tahun) dan XXX (8
tahun) berada di pihak Tergugat Konvensi yang juga menyatakan keadaan
kedua anak tinggal bersama Tergugat Konvensi atau Ibu kandungnya
dengan keadaan terpelihara, terdidik, nyaman, menempuh pendidikan
formal, segala kebutuhan lahiriyah dan kasih sayang terpenuhi dari
seorang Ibu. Bahwa kemudian Tergugat dalam jawabannya juga
mengajukan gugatan balik (Rekonvensi)125 yang petitumnya sebagai
berikut:126
- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXX (nama anak di
anonimasi) lahir di Karanganyar tanggal XXX dan XXX (nama anak
125 Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan
terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya (Pasal 132 a ayat (1) HIR). Maknanya
hampir sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 244 Rv yang mengatakan, gugatan rekonvensi
adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara
yang berjalan. Tujuan dari gugatan rekonvensi adalah untuk mempermudah prosedur atau
menyederhanakan proses penyelesaian perkara serta menghemat biaya dan waktu. Lihat: M.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 468.
126 Petitum Gugatan Balik dalam Perkara Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra.
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di anonimasi) lahir di Karanganyar tanggal XXX berada di pihak
Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- Mohon putusan seadil-adilnya;
Bahwa mengenai replik127 maupun duplik128 dalam perkara Nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra pada dasarnya baik Penggugat maupun Tergugat
tetap pada gugatannya masing-masing. Yang mejelaskan bahwa terhadap
jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat menyampaikan
replik dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dalam
konpensi tetap pada gugatan. Sedangkan untuk jawaban rekonpensi,
menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya.129
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
menyampaikan bukti-bukti P1 yang merupakan foto copy kartu tanda
penduduk atas nama Penggugat, P2 merupakan foto copy akta cerai nomor
0423/AC/2016/PA.Kra pada tanggal 26 Maret 2016, P3 yang berupa foto
copy kutipan akta kelahiran anak pertama dari perkawinan antara
127 Replik adalah jawaban balasan Penggugat terhadap jawaban Tergugat dalam suatu perkara
di sidang Pengadilan. Replik umumnyaberisi tentang hal-hal tambahan untuk menguatkan dalil-
dalil surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat. Lihat: Sarwono, Hukum Acara Perdata
Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 165.
128 Duplik adalah jawaban atau tanggapan Tergugat atas replik yang disampaikan Penggugat.
Isi dari duplik pada umumnya adalah penegasan atas jawaban Tergugat yang pertama. Penegasan
ini dapat berupa pengulangan dalil jawaban atau penambahan suatu keterangan maupun fakta baru
yang dapat mendukung jawabannya semula. Lihat: Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata Teori,
Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, (Yogyakarta:UII Press,
2016), hlm. 94.
129 Replik dan Duplik dalam Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra, hlm. 7.
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Penggugat dan Tergugat, serta bukti P4 yang berupa foto copy kutipan
akta kelahiran anak kedua dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.130
Selain bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan
saksi-saksi dimana bahwa ketiga saksi yang telah dihadirkan Penggugat
menerangkan bahwa para saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena masih ada hubungan kekerabatan dan mengetahui bahwa
Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami istri yang hasil
dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak.
Bahwa saksi juga menerangkan yang menjadi penyebab perceraian
antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat terindikasi selingkuh atau
mempunyai laki-laki lain sehingga pada saat rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran anak-anak ikut
bersama Penggugat di Jakarta dan kedua anak-anal tersebut dirawat dan di
didik dengan baik oleh Penggugat dan disekolahkan di SD Islam Al-Azhar
Kota Tangerang yang masing-masing anak duduk di kelas VI (enam) dan
duduk di kelas II (dua).
Meskipun Penggugat bekerja di PT. XXX dan tidak setiap hari
mengantar anak ke sekolah akan tetapi masih sempat beberapa kali dalam
satu bulan mengantar dan menjemput anak sekolah. Para saksi yang
dihadirkan oleh Penggugat juga menerangkan bahwa baik Penggugat,
130 Pembuktian Penggugat dalam Perkara Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 03 April
2017. Pembuktian adalah suatu pernyataan tentang hak atau peristiwa di dalam persidangan
apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenaran dan
keabsahannya. Lihat: Sarwono, Hukum Acara..., hlm. 236.
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keluarga besar Penggugat, dan Tergugat saat ini tinggal dan bekerja di
Jakarta. Namun pada saat lebaran tahun 2017 pertengahan bulan Juni
kedua anak tersebut diambil oleh Tergugat dan dipindahkan sekolah di
Karanganyar tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat serta saksi
menerangkan sejak anak-anak diambil dan dipindahkan sekolahnya di
Karanganyar, baik saksi maupun Penggugat tidak pernah bertemu lagi
karena sedang sakit.
Begitupula dengan Tergugat, untuk menguatkan dalil-dalil
bantahannya Tergugat juga menyampaikan bukti-bukti baik tertulis
maupun keterangan saksi. Dalam hal bukti tertulis Tergugat melampirkan
foto copy surat permohonan pindah tempat kerja tertanggal 31 Juli 2017.
Kemudian para saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah
menjadi suami isteri yang dari pernikahan mereka telah dikaruniai dua
orang anak. Dan pada saat proses bercerai dan setelah adanya perceraian
kedua anak tersebut bersama Penggugat di Jakarta dan disekolahkan di
Jakarta.131
Pada saat lebaran tahun 2017 anak-anak tersebut di bawa oleh
Tergugat ke Karanganyar karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan
sakit dan sempat di rawat di ICU, kemudian kedua anak tersebut
disekolahkan di SD Karanganyar serta di Karanganyar telah diasuh oleh
kedua orang tua Tergugat. Karena Tergugat tinggal di Jakarta dan harus
131 Pembuktian Tergugat dalam Perkara Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 03 April
2017.
87
bekerja di Jakarta sebagai karyawan Bank Cabang Jakarta, akan tetapi
setiap akhir pekan pulang ke Karanganyar. Saksi memberikan pernyataan
bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mampu membiayai
kedua anak.
Namun, kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut hanya
tinggal dan bersekolah di Karanganyar kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga)
bulan karena pada tanggal 3 September 2017 Penggugat datang ke
Karanganyar dan menjemput kedua anak tersebut dan di bawa ke Jakarta
sampai saat ini.
Berdasarkan keterangan para saksi tersebut baik Penggugat
maupun Tergugat ataupun kuasa hukum masing-masing menyatakan tidak
keberatan dan telah mencukupkan serta tidak mengajukan sesuatu apapun
kecuali kesimpulan untuk kemudian menyerahkan kepada Majelis Hakim
untuk mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut seadil-adilnya.
C. Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra
Berdasarkan data penelitian dari putusan Nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra dalam perkara hak asuh anak (h}ad}a>nah)
Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar mengemukakan bahwa
benar Penggugat dan Tergugat pernah menikah, namun telah terjadi
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perceraian antara keduanya dengan bukti adanya bukti P.2 yang berupa
akta cerai Nomor 0423/AC/2016/PA.Kra pada tanggal 26 Maret 2016.
Pada saat terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua
anak pada awalnya tidak dimintakan atau dimohonkan siapa hak asuhnya
dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang
pemeliharaan anak yang bernama XXX (11 tahun) dan XXX (8 tahun)
tersebut.
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat putusnya perkawinan
karena perceraian ialah baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban
pemeliharaan dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan
kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak,
Pengadilan memberikan putusannya.132 Guna memperoleh kepastian
hukum mengenai kepada siapa hak asuh anak jatuh, maka Penggugat
memutuskan untuk mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap kedua
anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dibuktikan
dengan bukti P.3 dan P.4 yang berupa foto copy kutipan akta kelahiran
atas nama kedua anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Penggugat
dan Tergugat, sebagaimana telah diakui Penggugat dan Tergugat serta
bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah
memenuhi syarat formil dan materiil.
132 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra.
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Kemudian bahwa secara lahiriyah, baik Penggugat maupun
Tergugat di pandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai
pemegang hak asuh dan pemeliharaan (h}ad}a>nah) atas anak-anak
mereka, hal ini dibuktikan melalui keterangan saksi bahwa kedua orang
tua dari anak tersebut bekerja di PT XXX dan ibunya karyawanan Bank
Cabang Jakarta.133 Meskipun kedua orang tua anak tersebut memiliki
finansial untuk memenuhi kebutuhan kedua anak, akan tetapi untuk
kepastian hukum maka Majelis Hakim menentukan hak pemeliharaan anak
(h}ad}a>nah) adalah ditangan siapa masa depan, pendidikan, dan
perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan
wajar.
Bahwa berdasarkan fakta selanjutnya, sebelum adanya perceraian
antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten
Karanganyar. Pada saat proses perceraian dan setelah bercerai, kedua anak
berada dalam asuhan Penggugat tinggal di Jakarta dan kedua anak tersebut
bersekolah di Jakarta hingga sekarang, hal tersebut tidak dibantah dan juga
sesuai dengan pengakuan Tergugat serta diperkuat dari keterangan para
saksi baik saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat.
Meskipun saksi Tergugat juga menerangkan bahwa kedua anak sempat
tinggal dan bersekolah di Karanganyar selama kurang lebih 2 sampai 3
133 Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 29 Mei 2019,
jam 13.00-14.30 WIB.
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bulan saja karena pada tanggal 3 September 2017 kedua anak tersebut
diambil kembali oleh Penggugat.
Majelis Hakim dalam pertimbangannya, untuk kepentingan kedua
anak, maka anak harus benar-benar mendapatkan pantauan yang lebih
serta kasih sayang yang besar, untuk itu dalam hal terjadi perceraian
sedapat mungkin anak-anak bertempat tinggal dekat dengan bapak dan ibu
serta memudahkan kedua orang tua untuk bertemu memberikan perhatian
dan kasih sayang.
Disamping itu, bahwa pada saat ini sebagaimana keterangan para
saksi baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bekerja dan tinggal di
Jakarta dan akan lebih mudah untuk bisa bertemu kemudian memberikan
kasih sayang dengan kedua anak tersebut. Majelis Hakim berpendapat
kepentingan terbaik anak-anak adalah tinggal di Jakarta bersama
Penggugat, karena senyatanya saat ini anak-anak mendapatkan
pemeliharaan, pengasuhan serta mendapatkan pendidikan dengan baik,
keluarga besar Penggugat pun sudah tinggal di Jakarta dan Tergugat
sebagai Ibu kandung juga tinggal di Jakarta.134 Meskipun berdasarkan
bukti berupa foto copy surat permohonan pindah tempat kerja, akan tetapi
senyatanya saat ini Tergugat masih bekerja dan tetap bekerja di Bank KC
Jakarta.
Dalam hal ini Majelis tidak bermaksud untuk menjauhkan anak-
anak dari ibunya sebagaimana ketentuan umum atau Pasal 105 Kompilasi
134 Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 29 Mei 2019,
jam 13.00-14.30 WIB.
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Hukum Islam,135 akan tetapi lebih melihat kepentingan terbaik anak-anak
tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, kepentingan-kepentingan
terbaik anak-anak saat ini telah didapatkan hal ini sejalan dengan hukum
yang saat ini berlaku bahwa pranatalaksana hak asuh anak harus melayani
“The best interests of the child” (kepentingan terbaik anak) dan sejalan
dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.136
Untuk itu, kepentingan kedua anak akan lebih mudah jika ingin
bertemu dengan Penggugat dan Tergugat jika tinggal di Jakarta dan jika
intensitas pertemuan itu terjadi, kedua anak tersebut akan lebih senang dan
nyaman karena merasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang
besar dari kedua orang tuanya, seperti tidak pernah terjadi perceraian.137
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut,
Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan Penggugat dengan
menetapkan kedua anak yang masing-masing belum mencapai usia 12
tahun (belum mumayyiz) berada dalam pengasuhan (h}ad}a>nah)
135 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra. Dan lihat: Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Dalam hal
terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya
pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
136 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra. Dan lihat: Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak berbunyi: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d)
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya.
137 Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 29 Mei 2019,
jam 13.00-14.30 WIB.
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Penggugat sebagai ayah kandungnya. Selebihnya memberikan amar
putusan dengan Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra yang pada pokoknya
berisi sebagai berikut:138
Dalam Eksepsi:
- Tidak menerima eksepsi Tergugat;
Dalam Konvensi:
- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
- Menetapkan anak bernama XXX laki-laki lahir di Karanganyar tanggal
XXX dan anak bernama XXX laki-laki lahir di Karanganyar tanggal
XXX berada dalam hadhanah/pengasuhan Penggugat Konvensi
sebagai ayah kandungnya;
Dalam Rekonvensi:
- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.....
138 Amar Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 16
November 2017.
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BAB IV
ANALISIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH
UMUR KEPADA AYAH PADA PUTUSAN NOMOR
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama
Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra dalam Menetapkan
Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa
putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra
merupakan perkara mengenai hak asuh anak (h}ad}a>nah), yang
kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menetapkan
hak asuh anak di bawah umur yang masing-masing dari kedua anak
berusia 11 tahun dan 8 tahun tersebut jatuh kepada ayah. H}ad}a>nah atau
hak asuh anak sendiri diartikan sebagai, melakukan pemeliharaan anak-
anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan, ataupun yang sudah
besar tapi belum tamyiz, tanpa perintah darinya menyediakan sesuatu
untuk kebaikannya dan menjaga dari yang menyakiti dan merusaknya,
mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri
menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.139
Pada umumnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak
cakap untuk bertindak sendiri. Untuk itu seorang anak membutuhkan figur
kedua orang tua untuk memelihara, menjaga, dan mengurus keperluannya,
serta yang bertanggung jawab atas jasmani, rohani, dan akalnya. Bahwa
139 Sayyid Sabiq, Fiqh..., hlm. 338.
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pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban
bagi kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau
ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.
Mengenai permasalahan hak asuh anak (h}ad}a>nah) itu sendiri
pada dasarnya tidak akan menjadi masalah atau persengketaan selama
bapak dan ibunya bersepakat dan tidak adanya tentang siapa yang berhak
mengasuh anak kandung hasil perkawinan mereka apabila kedua orang tua
tersebut bercerai. Gugatan sengketa hak asuh anak akan terjadi ketika
suami istri telah bercerai kemudian keduanya tidak bersepakat dan
bersengketa tentang hak asuh anak, sehingga salah satu pihak dari bapak
atau ibu mengajukan gugatan sengketa hak asuh anak di Pengadilan untuk
mendapatkan putusan siapa diantara mereka yang lebih berhak sebagai
pemegang hak asuh anak hasil perkawinan mereka.
Seperti hal nya pada perkara Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra
yang dalam hal ini merupakan perkara gugatan hak asuh anak. Gugatan
hak asuh anak (h}ad}a>nah) pada perkara ini muncul setelah adanya
perkara cerai talak yang diajukan oleh Penggugat sebagai ayah kandung
dari kedua anak. Agar lebih mudah dalam memahami dasar pertimbangan
Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menetapkan kepada siapa
yang lebih berhak atas hak asuh anak untuk kepastian hukum di kemudian
hari pada perkara ini, maka akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai
berikut:
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Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya
memandang secara lahiriyah baik Penggugat (ayah) maupun Tergugat (ibu)
dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak
asuh dan pemeliharaan anak (h}ad}a>nah) atas anak-anak mereka.140
Artinya kedua belah pihak baik bapak atau ibunya telah memenuhi syarat
pada umumnya sebagai hadin dan hadinah untuk pemegang hak asuh anak.
Baik dari segi finansial bapak atau ibu memiliki penghasilan yang cukup
serta mampu untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut jika kedua
anak jatuh dalam hak asuhnya, akan tetapi Hakim sebelum memutus suatu
perkara wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.141 Untuk mewujudkan rasa
keadilan dan memiliki kepastian hukum, maka Majelis Hakim harus
memutuskan apakah anak-anak yang belum mumayyiz tersebut akan jatuh
pada hak asuh ibu atau ayah kandungnya.
Kedua, pertimbangan selanjutnya yakni bahwa pertimbangan yang
paling mendasar, Majelis Hakim lebih melihat dengan keadaan anak
sebagaimana keterangan yang disebutkan para saksi dan telah dijelaskan
pada bab sebelumya. Majelis Hakim memandang bahwa kedua anak
tersebut sudah mulai dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang
ditempati saat ini yakni di Jakarta tinggal bersama ayah kandungnya
dengan bukti meguatkan T.3 dan T.4 bahwa kedua anak mendapatkan
140 Pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama
Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra, hlm. 19
141 Mukti Arto, Pembaruan..., hlm. 197.
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pendidikan yang baik di SDI Al-Azhar dengan sekolah yang sama bahwa
kedua anak telah dipindahkan sekolahnya di SD Karanganyar. Meskipun
berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat menjelaskan
bahwa, kedua anak hanya tinggal dan bersekolah di Karanganyar beberapa
saat saja karena kedua anak tersebut kembali diambil oleh Penggugat
dibawa ke Jakarta dan sampai saat ini tinggal bersama Penggugat, hal ini
tidak dibantah oleh Penggugat, Tergugat, maupun kuasa hukum masing-
masing.142
Ketiga, kemudian pertimbangan lain yang digunakan Majelis
Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak tersebut yakni, dalam
mewujudkan kepentingan terbaik kedua anak Majelis Hakim berpendapat
maka anak-anak harus benar-benar mendapatkan pantuan yang lebih serta
kasih sayang yang besar, untuk mewujudkan semua itu orang tua harus
senantiasa dekat secara lahir maupun batin, sedapat mungkin anak-anak
bertempat tinggal dekat dengan bapak dan ibu serta memudahkan kedua
orang tua untuk bertemu memberikan perhatian dan kasih sayang apabila
terjadi perceraian antara kedua orang tua.143
Keempat, bahwa penjelasan yang lebih rinci dari pertimbangan-
pertimbangan di atas, dalam menetapkan kepada siapa hak asuh kedua
anak Majelis Hakim tidak bermaksud untuk menjauhkan anak yang belum
mumayyiz dari ibunya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan
142 Pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama
Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kr, hlm. 20.
143 Ibid. hlm. 20.
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umum dalam Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan
bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak di bawah usia
12 tahun atau belum mumayyiz adalah hak ibunya.144 Bahwa yang menjadi
pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hak h}ad}a>nah
(pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan pendidikan, dan
perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh berkembang, sehingga dengan
perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi
perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan.
Dari uraian pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh
Majelis Hakim dalam memutus perkara mengenai hak asuh anak ini yakni,
Majelis Hakim lebih mendasarkan dan melihat dari sisi kepentingan
terbaik anak itu sendiri. Karena senyatanya saat ini baik Penggugat
maupun Tergugat bersama-sama tinggal dan bekerja di Jakarta, Majelis
memandang akan lebih mudah untuk bisa bertemu kemudian memberikan
kasih sayang kepada kedua anak tersebut, hal ini juga sesuai dengan
keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang membenarkan
baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di Jakarta, dan Tergugat hanya
pulang ke Karanganyar setiap akhir pekan. Selain itu saat ini anak
mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta mendapatkan pendidikan
dengan baik di Jakarta, sehingga kepentingan-kepentingan terbaik anak-
anak tersebut saat ini telah didapatkan.
144 Ibid. hlm. 21.
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Hal ini sejalan dengan hukum yang saat ini berlaku yang
mensyaratkan bahwa pranatalaksana hak asuh anak harus melayani “The
best interests of the child” hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan pada
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Selanjutnya, dalam memutus perkara ini Majelis Hakim juga
menggunakan pertimbangan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang
menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuh
kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c.
mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Majelis Hakim
dalam memutus perkara ini sepakat dan tidak adanya perbedaan pendapat
atas suatu persoalan hukum pada perkara ini, atau yang biasa disebut
dissenting opinion145 dan dalam pendapatnya Majelis Hakim menafsirkan
ketentuan dari Pasal tersebut yang digunakan Majelis sebagai dasar
pertimbangan yakni:
“Yang pada intinya Majelis Hakim tidak melihat dari sisi kepentingan
orang tua baik bapak atau ibunya. Jadi semata-mata melihat dari sisi
kepentingan kedua anak tersebut dan lebih memperhatikan “the best
interests of the children” itu sendiri walaupun kedua anak belum
145 Dissenting Opinion adalah pendapat satu atau lebih Hakim dalam suatu perkara yang
menyatakan ketidaksetujuan dengan pendapat mayoritas Majelis dalam hal penilaian terhadap hal
tertentu. Disentting Opinion terjadi karena beberapa sebab: interpretasi yang berbeda dari kamus
hukum, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda, atau penafsiran yang berbeda dari fakta-fakta,
lihat: Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan
Umum dan Peradilan Agama, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm 478. Disentting Opinion, apabila
seorang Hakim berbeda pendapat dengan Hakim yang Mayoritas, baik tentang pertimbangan
hukum maupun amar putusannya, pendapat Hakim yang Disentting Opinion tersebut dimuat
dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan, baca pula:
https://konsultanhukum.web.id , (diakses pada 29 Mei 2019 pukul 21.30 WIB).
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mumayyiz. Disini Majelis Hakim menemukan adanya fakta karena kedua
anak sudah sekolah di Jakarta, keluarga besar bapak tinggal di Jakarta,
ibu dari anak tersebut juga bekerja di Jakarta jadi untuk mendekatkan ibu
dengan anak maupun bapak dengan anak maka Majelis Hakim
berpendapat menetapkan anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah.
Karena ibunya bekerja di Jakarta dan setiap minggunya pulang ke
Karanganyar, maka intensitas untuk bertemu dengan anak lebih baik di
Jakarta tinggal bersama bapaknya.”146
Untuk memberikan putusan mengenai penetapan hak asuh anak,
Majelis Hakim hanya berkeyakinan dan mencukupkan dengan fakta-fakta
persidangan yang dijelaskan dalam pembahasan pada bab sebelumnya
artinya Majelis Hakim dalam hal ini tidak menggunakan ketentuan
yurisprudensi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tersebut.
Disisi lain, selain menggunakan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim
dalam memutus perkara hak asuh anak ini juga memperhatikan ketentuan
pada Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dimana pada Pasal tersebut menerangkan bahwa akibat
putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap
berkewajiban atas pemeliharaan dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak. Sesuai dengan pernyataan Majelis Hakim:
“Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut didasarkan pada
ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang
menurut saya (Ketua Majelis Hakim) dalam pertimbangan ini sudah
sinkron dengan ketentuan tersebut dengan melihat kepentingan terbaik
anak. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan anak yang
belum mumayyiz jatuh kepada ibu. Dalam hal ini Majelis berpendapat
bahwa anak yang belum mumayyiz hak asuh anak boleh diberikan
bapaknya, dalam putusan ini saya (Ketua Majelis Hakim) lebih melihat
dari kepentingan terbaik anak dan tidak melihat posisi bapak atau ibunya
dimana, saat itu yang dialami oleh anak keperluan dan hak-hak
primernya terpenuhi semuanya. Dan mengenai ketentuan syarat hadhin
146 Mudara, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 29 Mei 2019, jam
14.30-14.40.
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atau hadhinah baik bapak atau ibunya keduanya telah memenuhi syarat
pada umumnya bahwa kedua orang tua secara materiil mampu untuk
membiayai keperluan anak, namun Majelis Hakim memandang untuk
lebih terpenuhinya keperluan anak lebih baik dengan bapak. Karena juga
selama ini anak tersebut juga sudah ikut dengan bapaknya, Majelis
berkeyakinan bahwa anak sudah mendapatkan segalanya baik kebutuhan
primer maupun kebutuhan yang lain.”147
Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar memandang
apabila Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh pada pengasuhan
ibu maka kepentingan terbaik anak justru tidak terpenuhi, mengingat
berdasarkan bukti yang tercantum dalam berita acara dengan bukti T. 5
yang berupa foto copy surat permohonan pindah tempat kerja, akan tetapi
senyatanya saat ini Tergugat (ibu dari anak) masih bekerja dan tetap
berkerja di Bank KC Jakarta tinggal pula di Jakarta dan pulang ke
Karanganyar setiap akhir pekan. Oleh sebab itu akan lebih mudah untuk
bertemu dengan kedua anak yang tinggal di Jakarta dibandingkan anak-
anak akan tinggal di Karanganyar bersama kakek neneknya (orang tua dari
ibu). Sehingga Majelis dalam putusannya memandang perlu mengabulkan
dan menetapkan hak asuh kedua anak yang meskipun belum mencapai usia
mumayyiz jatuh pada pengasuhan ayah untuk memenuhi rasa keadilan dan
kepentingan terbaik anak bagi anak itu sendiri. Sebagaimana tersebut
dalam amar putusan sebagai berikut:148
Dalam Eksepsi:
- Tidak menerima eksepsi Tergugat;
147 Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 29 Mei 2019,
jam 13.00-14.30.
148 Amar Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 16
November 2017.
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Dalam Konvensi:
- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
- Menetapkan anak bernama XXX laki-laki lahir di Karanganyar tanggal
XXX dan anak bernama XXX laki-laki lahir di Karanganyar tanggal
XXX berada dalam hadhanah/pengasuhan Penggugat Konvensi
sebagai ayah kandungnya;
Dalam Rekonvensi:
- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.....
Asas keadilan yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agama Karanganyar yang dalam hal ini berwenang menyelesaikan perkara
mengenai hak asuh anak dapat dilihat dengan adanya pertimbangan hakim
yang berpandangan bahwa karena baik bapak maupun ibu dari kedua anak
tersebut keduanya tinggal di Jakarta dan lebih banyak menghabiskan
waktu di Jakarta, sehingga tidak adil jika Majelis Hakim menolak gugatan
hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat (ayah) dan mengabulkan
gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat (ibu) untuk menjatuhkan
hak asuh kedua anak jatuh pada pengasuhannya. Sebab apabila Majelis
Hakim menetapkan hak asuh anak jatuh pada pengasuhan ibu, justru
intensitas pertemuan baik ibu dengan anak maupun bapak dengan anak
akan lebih sulit. Sebagaimana pernyataan Ketua Majelis Hakim:
“Memang pada saat terjadi perceraian, ibunya tidak meminta mengenai
hak asuh anak, artinya dalam perceraian tersebut gugatan perceraian
tidak dikumulasi dengan gugatan hak asuh anak. Anaknya dibawa oleh
suami, pada saat suami atau ayah dari anak tersebut sakit diambil oleh
ibu dan di tinggal di Karanganyar. Kemudian istri pindah ke Jakarta
untuk bekerja, jadi anak tersebut waktu di Karanganyar diasuh oleh kakek
nenek yang ada di Karanganyar. Ketika ayah sudah sembuh anak diambil
lagi dan dibawah ke Jakarta kemudian disekolahkan di Al Azhar. Ketika
anak diambil ibu tidak ada sepengetahuan oleh bapak padahal saat
mengajukan cerai anak sudah bersama bapak dan sekolah di Jakarta.
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Dari sini Majelis Hakim melihat bahwa kebutuhan anak, dari segi
pendidikan dan kebutuhan lainnya sudah terpenuhi. Menurut Majelis
Hakim justru ketika ibunya meminta hak asuh anak jatuh kepadanya akan
diserahkan atau diasuh oleh kakek nenek yang ada di Karanganyar karena
ibunya harus bekerja di Jakarta sehingga tidak bisa hidup bersama
dengan ibunya maka Hakim perpendapat kepentingan terbaik anak justru
tidak akan terpenuhi.”149
Menurut penulis, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah
memberikan bentuk keadilan terhadap kedua belah pihak. Meskipun dalam
ketentuan pada umumnya dalam penjelasnya lebih rinci yang terdapat
dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang
belum mumayyiz lebih berhak atas pengasuhan dari ibunya, bagaimanapun
kepentingan terbaik anak harus dikedepankan menyangkut pengaruh
terhadap perkembangan dan masa depan anak yang bersangkutan.
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan
Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra
tentang Penetepan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah
Terkait putusan Pengadilan Agama Karanganyar mengenai hak
asuh anak yang terdapat dalam putusan Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra,
sebagaimana diketahui bahwasanya Majelis Hakim dalam memutus
perkara hak asuh anak tersebut menetapkan hak asuh anak di bawah umur
yang masing-masing dari kedua anak berusia 11 tahun dan 8 tahun jatuh
kepada pengasuhan Penggugat atau ayah kandung. Seperti yang telah
dijelaskan pada sub bab diatas, dalam salah satu pertimbangannya, Majelis
Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut menggunakan pertimbangan yang
149 Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 29 Mei 2019,
jam 13.00-14.30.
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paling mendasar yakni dengan melihat dari sisi kepentingan terbaik anak itu
sendiri.
Hal ini juga disebutkan dalam ketentuan hukum positif maupun
ketentuan fikih dalam hal pemeliharaan anak adalah mengutamakan
kemaslahatan dari anak. Hal ini dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa akibat
putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak. Begitu pula dengan ketentuan yang
terdapat dalam fikih, ulama fikih memberikan urutan dan skala prioritas
hak mengasuh anak bagi para wanita, sesuai dengan kemaslahatan anak
tersebut. Menurut ulama fikih, naluri kewanitaan mereka lebih sesuai
untuk merawat dan mendidik anak, serta adanya kesabaran mereka dalam
menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding
kesabaran seorang laki-laki.150
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan
hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan syari’at, memberikan uraian
lebih detail tentang ketentuan mengenai pemeliharaan anak (h}ad}a>nah).
Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua Pasal yang
menentukan pengasuhan anak yaitu pada Pasal 105 dan 156. Pasal 105
menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama, ketika
150 Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqî, Fiqh Empat Mazhab,
(Bandung: Hasyimi, 20140, hlm. 393.
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anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun)
pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut
sudah mencapai usia mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak
kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayahnya atau ibunya. Adapun
Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya
meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak
yang juga didominasi oleh kaum perempuan.151
Meskipun demikian, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada
perkara 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra, Majelis Hakim tidak bermaksud keluar
dari ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 105 maupun dalam Pasal
156 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bermaksud untuk menjauhkan kedua
anak yang belum mumayyiz tersebut dari ibunya. Majelis Hakim dalam
pertimbangan hukumnya lebih melihat dan mengedepankan kemaslahatan
anak yang mana Majelis Hakim sendiri berpegang pada prinsip the best
interest of the child, dengan demikian apapun kebijakan dan langkah yang
dilakukan semua harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa
depan anak.
Dalam menterjemahkan kepentingan terbaik anak yang merupakan
pertimbangan hukum dalam menetapkan hak asuh anak tersebut,
sebagaimana dilihat dari sisi tinjauan hukum Islam yakni mengenai
pemeliharaan anak pada perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat
beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan
151 Amran Suadi, dkk, Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia,
(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hlm. 229.
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titipan dari Allah Swt. Dalam konteks pemeliharaan anak, suami istri
memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka,
pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agamanya.152
Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat At-Tahrim
ayat 6:
                                        
                                     
                                     
                 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan
batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Qs. At-Tahrim:6)153
Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara
keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota
keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larang-
152 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama..., hlm. 207.
153 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah, 2011), hlm. 560.
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larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.154
Tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban kewajiban orang
tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika
perkawinan mereka gagal karena perceraian. Ulama fikih sepakat
menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak
adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila masih kecil, belum
mumayyiz, tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat
buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam
eksistensi jiwa mereka.155
Sebagaimana dalam syari’at Islam yang berhubungan dengan
perkawinan, bukan hanya mengutamakan soal membuahkan keturunan,
melainkan menjaga keturunan yang merupakan amanah dari Sang Pencipta.
Dapat di maknai disini bahwasanya dalam hal menjaga keturunan
merupakan salah satu prinsip dari tujuan hukum Islam. Dimana tujuan
hukum Islam tersebut meliputi lima prinsip perlindungan yakni terhadap
agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Apabila seseorang melakukan
suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek
tujuan syara’ tersebut, maka perbuatannya dapat dinamakan mas}lah}ah 
156
154 Tihani, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian..., hlm. 217.
155 Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan..., hlm. 115.
156 Said Agil Al-Munawar, Al-Qur’an Membangun..., hlm. 144.
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Mas}lah}ah sendiri juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang
dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan
menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan
tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Bahwa secara umum mas}lah}ah
ditunjukan secara jelas oleh nash-nash yang dibawa oleh al-Quran dan
Sunnah selalu ditujukan untuk kemaslahatan manusia, hal ini berarti pula
bahwa hukum-hukum fikih tidak bisa berbeda dengan tujuan nash, yakni
untuk kemaslahatan manusia.157 Sebagaimana Allah Swt berfirman:
                        
Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.” (Qs. Al-Anbiya: 107)158
Pada ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi
Muhammad yang membawa agama-Nya itu, tidak lain adalah memberi
petunjuk dan peringatan agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat.
Rahmat Allah bagi seluruh alam meliputi perlindungan, kedamaian, kasih
sayang dan sebagainya, yang diberikan Allah terhadap makhluk-Nya. Baik
yang beriman maupun yang tidak beriman, termasuk binatang dan tumbuh-
tumbuhan.159
157 Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam..., hlm. 181-182.
158 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah, 2011), hlm. 331.
159 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid VI Juz 16-17-18(Edisi yang
Disempurnakan), (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), hlm. 336.
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Untuk itu demi melakukan suatu perbuatan mas}lah}ah yang
bertujuan untuk memelihara lima aspek tujuan syara’ yang salah satunya
adalah memelihara keturunan, maka Majelis Hakim dalam ijtihadnya
berpendapat dalam mewujudkan kepentingan terbaik kedua anak maka
anak-anak harus benar-benar mendapatkan pantauan yang lebih serta kasih
sayang yang besar. Untuk mewujudkan semua itu orang tua harus
senantiasa dekat secara lahir maupun batin, sedapat mungkin anak-anak
bertempat tinggal dekat dengan bapak dan ibu serta memudahkan kedua
orang tua untuk bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang
apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua.
Dalam konteks hak asuh anak yang dalam hal ini mendasarkan
pada kepentingan terbaik anak, Majelis Hakim juga memandang pada
orientasi tepeliharanya kelima hal tersebut tanpa berpihak atau melihat dari
sisi kepentingan kedua orang tua baik bapak ataupun ibu. Untuk
memberikan kepastian hukumnya dikemudian hari, maka Majelis harus
memilih dan menentukan kepada siapa kedua anak lebih berhak diasuh
dan yang mampu menjamin terpeliharanya kelima aspek yang merupakan
tujuan dari hukum syara’ itu sendiri demi kepentingan terbaik anak.
Bahwasanya untuk mencapai tujuan kemaslahatan bagi anak,
Majelis Hakim dalam hal ini membentuk pemahaman atau penafsiran
mengenai penentuan pemberian hak asuh anak, kepada siapa di antara
ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kelima prinsip
kemaslahatan anak tersebut.
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Pertama, memelihara agama (hifdzu al-dinn) anak artinya
pemegang hak asuh anak harus mampu menjamin bahwa anak akan
mendapatkan pendidikan agama yang baik dan bisa mengaktualisasikan
agama dalam perilaku kesehariannya. Hal ini telah dijelaskan dalam
pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra bahwasanya baik Penggugat maupun Tergugat
beragama Islam yang memiliki prinsip anak adalah amanah dan titipan dari
Allah Swt untuk itu orang tuanyalah yang paling bertanggung jawab
terhadap keselamatan anaknya di dunia maupun di akhirat dan melindungi
mereka dari hal-hal yang tidak baik seperti yang telah dijelaskan dalam
Quran surat At-Tahrim ayat 6 dan dalam hadist riwayat Abu Daud,
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:160
   Ǽ     Ǉ    � Ǽ ǄË   Ƕ �   �¦ � ݛ   Ƕ �  � ǄË    �      Ǽ   �      �Ǽ Ë   Ƕ �   ¨  � a  �Ë  Ƕ ݛ              �
    Ƕݛ    Ƕ ݛ   ݛ              �  � a        Ƕ ¦ ǄǼ Ǆ� ǄË   � Ǆݛ    Ǆ  
Artinya: “Perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan shalat ketika
berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat
ketika berumur sepuluh tahun, dan asingkanlah tempat tidur di antara
mereka (laki-laki dan perempuan).” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-
Hakim, Jami’ush Shaghir Jilid II/155)
Pukulan dalam hal ini bukanlah untuk menyiksa, hanya sekedar
untuk mengingatkan anak-anak, sehingga anak-anak akan lebih
bertanggung jawab pada setiap perintah terutama dalam mendirikan sholat.
160 Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemah..., hlm. 64
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Ajaran tersebut adalah waktu yang tepat bagi orang tua untuk membangun
kepribadian dan akhlak anak-anak mengikuti ajaran Islam.
Kedua, memelihara jiwa (hifdzul hayat atau hifdzu an-Nafs)
memberikan pengertian bahwa anak mempunyai hak hidup yang harus
dihormati. Bukan hanya sekedar hidup, melainkan adalah hidup yang
layak dan baik. Untuk itu, pemegang hak asuh anak harus mampu
menjamin terwujudnya hal tersebut. Dalam kaitannya dengan perkara ini,
ditandai dengan, pada senyatanya saat ini kedua anak hidup bersama ayah
mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta mendapatkan pendidikan
dengan baik dengan begitu dalam pandangan Majelis Hakim kepentingan-
kepentingan terbaik anak-anak tersebut saat ini telah didapatkan serta saat
ini kedua anak tersebut sudah mulai dapat menyesuaikan dengan
lingkungan yang ditempatinya saat ini yakni di Jakarta.
Ketiga, memelihara akal (hifdzi al-‘aql) anak memberi pengertian
bahwa anak mempunyai hak untuk mengembangkan akal atau
kecerdasannya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan sekolah
setinggi-tingginya, hak untuk berpikir dan berpendapat, dan hak untuk
menjadi pemimpin. Untuk itu, pemegang hak asuh anak harus menjamin
terwujudnya hak anak tersebut. Dalam putusan Pengadilan Agama
Karanganyar mengenai hak asuh anak ini, Majelis Hakim menimbang
dengan bukti T.3 dan T.4 yang menjelaskan tentang sebelum atau sesudah
cerai kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat atau ayah di Jakarta
dan kedua anak tersebut sekolah di Jakarta hingga sekarang dengan butki
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menguatkan bahwa kedua anak tersebut mendapatkan pendidikan yang
baik di SDI Al-Azhar serta kedua anak telah diasuh, didik, dan semua
biaya pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari telah dicukupi oleh
ayahnya.
Keempat, memelihara keturunan (hifdz an-nasl), memelihara
keturunan memberi pengertian bahwa anak mempunyai hak untuk dijamin
bisa tumbuh kembang sebagai keturunan orang tuanya menjadi anak yang
berkualitas, baik dan sehat, serta dijaga hak-haknya. Disamping itu, hifdzu
an-nasl ini juga memberi pemahaman bahwa laki-laki (ayah) dan
perempuan (ibu) sama-sama mempunyai hak dan peluang yang sama
untuk mengasuh, memelihara anak dan keturunannya, serta untuk
mewujudkan kemaslahatan.161 Bahwa dalam perkara ini sesuai ketentuan
syarat hadin atau hadinah baik bapak atau ibu keduanya telah memenuhi
syarat pemegang h}ad}anah pada umumnya, baik dari segi finansial bapak
atau ibu memiliki penghasilan yang cukup serta mampu untuk memenuhi
kebutuhan kedua anak jika kedua anak jatuh dalam hak asuhnya. Namun
dalam hal ini untuk memenuhi pemeliharaan terhadap keturunan, Majelis
Hakim dalam pertimbangan hukumnya, untuk mendekatkan antara kedua
anak dengan orang tuanya baik bapak maupun ibu dari kedua anak
tersebut tinggal di Jakarta dan lebih banyak menghabiskan waktu di
Jakarta, maka Majelis memandang lebih baik anak di asuh dan tinggal di
161 Amran Suadi, dkk, Menggugat Stagnasi..., hlm. 238.
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Jakarta bersama ayahnya. Hal ini seperti dalam kaidah mas}lah}ah
mursalah yakni:
ƶ � a       ݛ    ݛ       ݛ �     �           
Artinya:“Menghindari kesulitan harus didahulukan dari mendatangkan
kemaslahatan”.
Atau dengan menggunakan kaidah lain yaitu:
�   ¦        �      � Ë       � �   ¦                 �         �     �   Ǆ     
Artinya:“Apabila ada dua kemadharatan yang bertentangan, maka
diutamakan menghindari kemadharatan yang lebih besar resikonya,
dengan jalan melakukan yang lebih ringan resikonya”.
Sesuai dengan kaidah di atas, dapat dimaknai disini kaidah tersebut
menunjukkan bahwa mengikuti ketentuan hukum secara konsisten dapat
mewujudkan mas}lah}ah  Namun, jika mewujudkan mas}lah}ah itu sendiri
dapat menimbulkan mafsadah bagi dirinya, maka lebih baik menghindari
mafsadah daripada melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan
mas}lah}ah namun pada saat bersamaan mukallaf sendiri mendapatkan
mafsadah. Kaitannya dalam perkara mengenai hak asuh anak ini,
meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum-hukum
yang ditetapkan syariat Islam memberi ketentuan secara rinci ketika anak
tersebut masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun)
pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Namun, apabila Majelis
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menjatuhkan putusan hak asuh kedua anak yang belum mumayyiz pada
perkara ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam teks Kompilasi
Hukum Islam yakni berada dalam asuhan ibu justru akan mempersulit atau
mendatangkan mafsadah bagi para pihak, baik ayah maupun ibu atau
kedua anaknya. Mafsadah yang dimaksud disini adalah meskipun kedua
anak tersebut jatuh pada pengasuhan ayah ataupun ibu, dimana kedua anak
tersebut sama-sama akan diasuh dan lebih banyak menghabiskan waktu
bersama kakek dan neneknya dari ayah maupun dari ibu. Namun, pada
saat ini karena kedua orang tuanya tinggal di Jakarta, bekerja di Jakarta,
dan banyak menghabiskan waktu di Jakarta, maka lebih baik anak juga
tinggal di Jakarta dan jatuh pada pengasuhan ayahnya. Karena, apabila
anak jatuh pada pengasuhan ibu, justru kedua anak akan diasuh dan tinggal
di Karanganyar. Apabila anak tinggal di Karanganyar maka intensitas
pertemuan baik ibu dengan anak maupun ayah dengan anak dalam
memberikan kasih sayang terhadap kedua anaknya akan lebih sulit. Sebab
anak tinggal di Karanganyar diserahkan dan diasuh oleh kakek neneknya
karena ibunya harus bekerja di Jakarta dan pulang sekali ke Karanganyar
dalam sepekan. Hal ini diperkuat meskipun saat ini ibunya telah
mengajukan surat permohonan pindah tempat kerja sebagaimana
berdasarkan bukti T.5, akan tetapi saat ini ibu masih bekerja dan tetap
bekerja di Jakarta dan pulang ke Karanganyar hanya sepekan sekali.
Kelima, memelihara harta (hifdzu al-mal) anak memberikan
pengertian bahwa setiap orang termasuk anak berhak atas kekayaan yang
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menjadi haknya untuk terjaga dengan baik. Jika anak tesebut mempunyai
harta atau kekayaan maka pemegang hak asuh anak harus mampu
menjamin terjaganya hal tesebut.162
Dari penjelasan tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa mengenai
tinjauan hukum Islam yang telah diuraikan terhadap pertimbangan hukum
yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam
memutus hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pada putusan Nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra tersebut maka, Majelis Hakim dalam hal ini
telah menegakkan keadilan yang mengedepankan kepentingan terbaik
anak dan menerapkan kemaslahatan untuk anak itu sendiri. Karena pada
senyatanya selain mengenai tinjauan tersebut di atas, anak sudah mulai
beradaptasi di lingkungannya saat ini dan sudah bersekolah di Jakarta,
keluarga besar bapak tinggal di Jakarta, ibu dari anak tersebut juga bekerja
di Jakarta jadi untuk mendekatkan ibu dengan anak maupun bapak dengan
anak maka Majelis Hakim berpendapat menetapkan anak yang belum
mumayyiz jatuh kepada ayah.
Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa sebagaimana
dari sisi maqasid asy-syari’ah atau tujuan Islam dalam hal pemeliharaan
anak bertujuan untuk melindungi keselamatan agamanya, jiwa, akal, dan
hartanya dan menghindarkannya dari keburukan.
Dalam maqashid asy-syari’ah, memelihara keturunan termasuk
dalam kebutuhan primer (Dharuriyat) apabila seseorang tidak memelihara
162 Amran Suadi, dkk, Menggugat Stagnasi Pembaruan... , hlm. 244.
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prinsip hukum Islam tersebut, maka akan rusaklah dan hancurlah
kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk itu demi mencapai tujuan
kemaslahatan dalam hal memelihara anak seseorang harus mampu
menjamin terpeliharanya kelima prinsip kemaslahatan anak yakni
memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak,
memelihara keturunan, dan memelihara harta anak tersebut supaya anak
tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk dan dalam hal ini orang
tuanyalah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya
di dunia maupun di akhirat.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Dalam menetapkan hak asuh anak (h}ad}a>nah) di bawah umur kepada
ayah pada perkara Nomor 0408/Pdt.G/2017PA.Kra Majelis Hakim
Pengadilan Agama Karanganyar dalam pertimbangannya yakni
memandang dari sisi kepentingan terbaik anak dan berprinsip pada the
best intersts of the child dengan melihat ketentuan yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
serta pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Bahwa dalam perkara ini kepentingan terbaik anak saat ini
adalah tinggal bersama ayah karena senyatanya anak-anak sudah mulai
dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang ditempatinya saat ini dan
mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, serta mendapatkan pendidikan
dengan baik. Keadaan demikian juga didukung bahwa saat ini baik
bapak atau ibu dari kedua anak tinggal di Jakarta dan lebih banyak
menghabiskan waktu di Jakarta, keluarga besar juga tinggal di Jakarta,
maka intensitas pertemuan dalam memberikan kasih sayang baik ibu
dengan anak maupun bapak dengan anak lebih mudah di banding hak
asuh anak jatuh kepada ibu dimana anak justru akan bertempat tinggal
di Karanganyar dan diasuh oleh kakek nenek dari ibu. Oleh sebab itu,
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2. Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak di bawah umur pada perkara
ini jatuh kepada ayah dengan tidak bermaksud menjauhkan anak dari
ibu sebagaimana ketentuan umum dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam.
3. Sebagaimana tinjauan dari hukum Islam dalam hal penetapan hak asuh
anak di bawah umur kepada ayah dalam pertimbangan hukumnya
Majelis Hakim menimbang dari sisi kemaslahatan bagi anak. Majelis
dalam menafsirkan pertimbangan hukumnya dalam menetapkan hak
asuh anak berorientasi pada memelihara lima hal pokok dalam hukum
Islam dan dengan melihat siapa yang lebih mampu menjamin
terwujudnya kepentingan terbaik anak serta agar terwujudnya tujuan
hukum syara’ (maqashid asy-syari’ah) dalam memelihara agama anak,
memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan,
dan memelihara harta anak.
B. Saran
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat
diberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi masyarakat pada umumnya sedapat mungkin supaya membina dan
menjaga keutuhan rumah tangga, karna apabila dalam suatu rumah
tangga terjadi perceraian maka akan berdampak pada permasalahan hak
asuh anak dan kepada terlantarnya pengasuhan anak. Sehingga
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diharapkan adanya keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam
menjaga keutuhan rumah tangga demi kepentingan terbaik anak.
2. Bagi lembaga Peradilan Agama yang berwenang dalam menyelesaikan
perkara-perkara tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam
agar senantiasa memutus perkara hak asuh anak dapat membaca dan
menafsirkan ketentuan hukum hak asuh anak secara kritis dengan
mengkaji seluruh konteks yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hak
asuh anak demi terwujudnya keadilan bagi para pihak dan
menghadirkan kemaslahatan.
3. Bagi perguruan tinggi, agar senantiasa memberi pengajaran serta ilmu
pengetahuan yang seluas-luasnya dalam mempersiapkan generasi-
generasi penerus penegak keadilan dalam memutus suatu
permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat.
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x
Lampiran 5 : Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim (Bapak Hadi Suyoto,
S.Ag., M.Hum) pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 13.00-14.30
WIB.
1. Terkait dengan putusan Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra dasar pertimbangan
apa sajakah yang digunakan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak?
Baik menurut hukum positif maupun hukum Islam?
Jadi terkait dengan dasar pertimbangan dalam hukum positif Majelis melihat
dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dalam Pasal 13 dan Pasal 26 ayat (1). Kemudian dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 ayat (a) serta
menimbang sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Surat At-
Tahrim ayat 6 dan menimbang dari sisi kemaslahatan. Dan tidak bermaksud
untuk keluar dari ketentuan pada umumnya yang terdapat dalam Pasal 105
Kompilasi Hukum Islam.
2. Apakah ada pertimbangan khusus (di luar pertimbangan yang dicantumkan
pada putusan) bagi hakim dalam menjatuhkan putusan nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra?
Yang pada intinya Majelis Hakim tidak melihat dari sisi kepentingan orang
tua baik bapak atau ibunya. Jadi semata-mata melihat dari sisi kepentingan
kedua anak tersebut dan lebih memperhatikan “the best interests of the
children” itu sendiri walaupun kedua anak belum mumayyiz. Disini Majelis
Hakim menemukan adanya fakta karena kedua anak sudah sekolah di Jakarta,
keluarga besar bapak tinggal di Jakarta, ibu dari anak tersebut juga bekerja
di Jakarta jadi untuk mendekatkan ibu dengan anak maupun bapak dengan
anak maka Majelis Hakim berpendapat menetapkan anak yang belum
mumayyiz jatuh kepada ayah. Karena ibunya bekerja di Jakarta dan setiap
minggunya pulang ke Karanganyar, maka intensitas untuk bertemu dengan
anak lebih baik di Jakarta tinggal bersama bapaknya.
3. Apakah ada yurisprudensi terkait dengan penetapan hak asuh anak di bawah
umur kepada ayah yang digunakan dalam menjatuhkan putusan Nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra? Atau apakah majelis Hakim berpendapat lain
dalam menggunakan dasar untuk pertimbangan?
Dalam memutus perkara ini untuk yurisprudensi sebenarnya ada tapi Mjelis
Hakim hanya berkeyakinan dan mencukupkan dengan fakta-fakta
persidangan .
4. Apakah ada hal-hal yang menghapus hak asuh anak dalam perkara Nomor
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa hak
asuh anak di bawah umur jatuh pada pengasuhan anak?
Memang pada saat terjadi perceraian, ibunya tidak meminta mengenai hak
asuh anak, artinya dalam perceraian tersebut gugatan perceraian tidak
dikumulasi dengan gugatan hak asuh anak. Anaknya dibawa oleh suami,
pada saat suami atau ayah dari anak tersebut sakit diambil oleh ibu dan di
tinggal di Karanganyar. Kemudian istri pindah ke Jakarta untuk bekerja, jadi
anak tersebut waktu di Karanganyar diasuh oleh kakek nenek yang ada di
Karanganyar. Ketika ayah sudah sembuh anak diambil lagi dan dibawah ke
Jakarta kemudian disekolahkan di Al Azhar. Ketika anak diambil ibu tidak
ada sepengetahuan oleh bapak padahal saat mengajukan cerai anak sudah
bersama bapak dan sekolah di Jakarta. Dari sini Majelis Hakim melihat
bahwa kebutuhan anak, dari segi pendidikan dan kebutuhan lainnya sudah
terpenuhi. Menurut Majelis Hakim justru ketika ibunya meminta hak asuh
anak jatuh kepadanya akan diserahkan atau diasuh oleh kakek nenek yang
ada di Karanganyar karena ibunya harus bekerja di Jakarta sehingga tidak
bisa hidup bersama dengan ibunya maka Hakim perpendapat kepentingan
terbaik anak justru tidak akan terpenuhi, alasan tersebutlah yang
melemahkan dalam menetapkan hak asuh anak kepada ibu.
5. Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra
menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak, dengan salah satu
alasan pertimbangan kepentingan terbaik anak, bagaimana pendapat Bapak
atas putusan tersebut dilihat dari tinjauan hukum positif Indonesia maupun
hukum Islam?
Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut melihat dari terwujudnya
kemaslahatan yang beriorientasi pada terpeliharanya lima prinsip dalam
Hukum Islam dan didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak yang menurut saya (Ketua Majelis Hakim)
dalam pertimbangan ini sudah sinkron dengan ketentuan tersebut dengan
melihat kepentingan terbaik dan lebih anak.Walaupun dalam Kompilasi
Hukum Islam menjelaskan anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibu.
Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa anak yang belum mumayyiz hak
asuh anak boleh diberikan bapaknya, dalam putusan ini saya (Ketua Majelis
Hakim) lebih melihat dari kepentingan terbaik anak dan tidak melihat posisi
bapak atau ibunya dimana, saat itu yang dialami oleh anak keperluan dan
hak-hak primernya terpenuhi semuanya. Dan mengenai ketentuan syarat
hadhin atau hadhinah baik bapak atau ibunya keduanya telah memenuhi
syarat pada umumnya bahwa kedua orang tua secara materiil mampu untuk
membiayai keperluan anak, namun Majelis Hakim memandang untuk lebih
terpenuhinya keperluan anak lebih baik dengan bapak. Karena juga selama
ini anak tersebut juga sudah ikut dengan bapaknya, Majelis berkeyakinan
bahwa anak sudah mendapatkan segalanya baik kebutuhan primer maupun
kebutuhan yang lain.
Lampiran 6: Dokumentasi Foto
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Yustisia Nur Aini
NIM : 152121040
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 24 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Pratanggapati Nomor 6 Ngemingan Jebres
Nama Ayah : Sentot Budiono
Nama Ibu : Siti Listyowati Masruroh
Riwayat Pendidikan :
- SD Islam Nahdhotul Muslimat Kauman Surakarta Lulus 2009
- SMP Negeri 27 Surakarta Lulus 2012
- SMK Negeri 3 Surakarta Lulus 2015
- Institut Agama Islam Negeri Surakarta Masuk Tahun 2015
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.
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P  U  T  U  S  A  N
Nomor :  0408/Pdt.G/2017/PA.Kra
   ميـحرلا نمـحرلا هللا مـسب
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan  Agama Karanganyar  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara
perdata  dalam  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak:-
PENGGUGAT,  Umur   39  tahun,agama  Islam,  Pekerjaan   Karyawan  Swasta,
beralamat di Kabupaten Karanganyar,  dalam hal ini  memberikan
kuasa  khusus  dan  memilih  domisili  hukum  kepala  Mulyono,  SH
Advokat/Penasehat  hukum  yang  berkantor  di  Kabupaten  Klaten
berdasarkan suarat  kuasa khusus yang terdaftar  di  Kepaniteraan
Pengadilan Agama Karanganyar  nomor : 069/0408/Pdt.G/2017/PA
Kra tanggal, 03 April  2017. Selanjutnya disebut  sebagai
Penggugat;-
Melawan
TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, pendidikan
S-I,  warga  negara  Indonesia,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten
Karanganyar dalam hal ini memberikan kuasa khusus dan memilih
domisili hukum kepada Sutoyo, SH Advokat dan Konsultan Hukum
yang berkantor di Kabupaten  Karanganyar  nomor
104/0408/Pdt.G/2017/PA.Kra  tanggal  18  Mei  2017  selanjutnya
disebut sebagai Tergugat ;- 
Pengadilan Agama tersebut ; -
Setelah membaca surat gugatan Penggugat ; -
Setelah mendengar keterangan Penggugat  dan Tergugat/kuasa hukum masing-
masing; -
Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi ; -
DUDUK PERKARA 
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada gugatannya tertanggal,
03  April  2017  yang  terdaftar  di  kepaniteraan Pengadilan  Agama Karanganyar
dengan  Nomor  0408/Pdt.G/2017/PA.Kra,  telah  mengemukakan  hal-hal  sebagai
berikut ; -
1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat dan pada tanggal 29
Maret 2016 No. 0089/ Pdt. G/2016/PA.Kra. telah cerai dengan Akta cerai No.
0423/AC/2016/PA.Kra ;
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2. Bahwa dalam perceraian itu kedua anak bernama XXXXXX laki-laki lahir di
Karanganyar  tanggal  XXXXXX  dan  XXXXXX  laki-laki  lahir  di  Karanganyar
tanggal XXXXXX tidak dimintakan atau dimohonkan siapa hak asuhnya kedua
anak tersebut ;
3. Bahwa sebelum atau sesudah cerai kedua anak tersebut tinggal bersama
Penggugat  di  Jakarta  dan  kedua  anak  tersebut  sekolah  di  Jakarta   hingga
sekarang ;
4. Bahwa   kedua  anak  tersebut  telah  diasuh,  dididik  dan  semua  biaya
pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari  telah dicukupi oleh Penggugat ;
5. Bahwa  karena  Penggugat  mempunyai  penghasilan  yang  tetap  sehingga
mampu  membiayai  pendidikannya  juga  kebutuhan-kebutuhan  lainnya  serta
dengan harapan kedepan pendidikan maupun kehidupannya terhadap kedua
anak  dimaksud  diatas   akan  lebih  baik,  dan  agar  ada  kepastian  hak  asuh
terhadap  kedua  anak  tersebut,  mohon  Penggugat  ditetapkan   sebagai  hak
asuhnya terhadap kedua anak dimaksud diatas ;
6. Bahwa Penggugat kawatir  kalau kedua anak tersebut  diasuh dan tinggal
bersama  Tergugat,  mengingat  Tergugat  bekerja  dari  pagi  pulang  sore  hari,
sehingga pengawasan serta  perhatian terhadap kedua anak tersebut  sangat
kurang  dan  Penggugat  khawatir  pendidikannya  menjadi  kurang  baik,juga
karena  sebelum bercerai  Tergugat  telah menjalin hubungan dengan pria lain,
yang  mengakibatkan  terjadi  perceraian  serta  Penggugat  takut  perbuatan  itu
ditiru  oleh  kadua  anak  tersebut  dan  bisa  mempengarui  jiwa  anak  tersebut
menjadi kurang baik ;
7. Bahwa  agar  kedua  anak  dimaksud  pendidikannya  maupun  kelakuannya
lebih  baik,  maka  sudah  selayaknya  dan  tepat  apabila  kedua  anak  tersebut
dibawah asuhan Penggugat;
Berdasarkan  alasan-alasan  yang  terurai  diatas,  mohon  Yang  Terhormat
Bapak Ketua Pengadilan Agama Karanganyar kiranya berkenan memanggil kedua
belah pihak, memeriksa selanjutnya memberikan putusan yang amarnya  sebagai
berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa kedua anak 1. XXXXXX laki-laki lahir di Karanganyar
tanggal XXXXXX dan 2. XXXXXX laki-laki lahir di Karanganyar tanggal XXXXXX
dibawah asuhan Penggugat ;
3. Membebankan semua gugatan ini kepada Tergugat ;
Subsidair ; 
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Apabila  Pengadilan  Agama Karanganyar  berpendapat  lain  mohon  memberikan
putusan yang seadil-adilnya ;-
Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan
Tergugat   datang  menghadap  sendiri dipersidangan,  selanjutnya  majelis  hakim
dengan sungguh-sungguh mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;-
Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian diperintahkan
para  pihak untuk  menempuh jalur  mediasi  dengan mediator  pilihan para  pihak
Drs. M. Danil, MA adalah Hakim Mediator/Wakil Ketua pada Pengadilan Agama
Karanganyar;-
Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 15 JUli
2017, dan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;- 
Menimba,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  beracara  memberikan
kuasa hukum masing-masing Penggugat memberikan kuasa kepada Mulyono, SH
Advokat/Penasehat  hukum  yang  berkantor  di  Kabupaten  Klaten  berdasarkan
suarat  kuasa  khusus  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama
Karanganyar  nomor : 069/0408/Pdt.G/2017/PA Kra  tanggal, 03 April  2017 dan
Tergugat memberikan kuasa hukum kepada  Sutoyo, SH Advokat dan Konsultan
Hukum yang berkantor di Kabupaten Karanganyar nomor 104/0408/Pdt.G/2017/PA
Kra tanggal 18 Mei 2017;-
Menimbang,  kemudian  dibacakan  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap
dipertahankan oleh Penggugat;-
Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat,  maka  Tergugat   telah
menyampaikan jawaban sebagai berikut :- 
I. Dalam Eksepsi
Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/ Kabur (obscuur libel). Kaburnya gugatan
penggugat  tersebut  terlihat  pada Tempat  tinggal  Penggugat  inpersona.  Pada
identitas gugatan, Penggugat inpersona bertempat tinggal di Kab. Karanganyar,
tetapi pada posita 3 (tiga), Penggugat menyatakan anak anak tinggal bersama
Penggugat di Jakarta. Kedua dalail tersebut sangat berbeda sehingga membuat
gugatan a quo menjadi kabur. Gugatan yang demikian membingungkan karena
tidak bisa menunjuk tempat tinggal Penggugat secara jelas dan tegas. Gugatan
yang demikian  sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
II. Dalam Konpensi  
1 BahwapadapokoknyaTergugatmenolakseluruhdalildalil  Penggugat  ,  kecuali
yang diakuikebenaranyasecarategas dalam jawaban ini.
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2 Bahwamenanggapi  dalil  Penggugat  posita  1(Satu)  dan  2  (dua)
Tergugat tidak membantah dan tidak membenarkan. Yang demikian menjadi
kewajiban Penggugat untuk membuktikannya.
3 Bahwa dalil Penggugat  posita 3 tidak semuanya  benar. Sejak lahir
anak  anak  tinggal  bersama  Tergugat  di  Karanganyar  kemudian  setelah
terjadi perceraian antara para pihak,  anak anak tinggal bersama Penggugat
dan sekolah di Tangerang (bukan Jakarta). Anak anak dibawa ke Tangerang
tersebut  dalam  keadaan  dipaksa  oleh  Penggugat,  yang  akhirnya  anak
merasa  tidak  nyaman  bahkan  merasa  tertekan  selama  tinggal  bersama
Penggugat.
4 Bahwa posita 4 gugatan tidak seluruhnya  benar.  Benar anak anak
tinggal  bersama  Penggugat  di  Tangerang  tetapi  secara  nyata  oleh
Penggugat setiap hari ditinggal kerja dari pagi setidaknya hingga pukul 21
00 WIB, anak anak ditemani oleh Ibu Penggugat yang sudah berusia kira
kira 75 tahun. Anak anak jika mau berkomunikasi  dengan Tergugat tidak
diberikan kesempatan, bahkan sering mendapat marah dari Penggugat dan
Ibunya. Pendidikan yang demikian merupakan cara cara Penggugat untuk
memutus  hubungan  antara  orangtua  dengan  anak.  Hal  yang  demikian
menurut  Tergugat  bukanlah  merupakan  pendidikan  yang  baik  dan  layak
diberikan kepada  anak. 
5 Bahwa  benar  penggugat  mempunyai  penghasilan  yang  cukup,
namun  demikian  melihat  Penggugat  yang   bekerja  dari  pagi  setidaknya
hingga pukul  21.00 WIB, Penggugat tidak mempunyai  waktu yang cukup
untuk anak, sehingga janggal jikapenggugat  bisa memberikan kasih sayang
dan pendidikan kepada anak anaknya..  
6 Bahwa  dalil Penggugat posita 6 adalah keawatiran yang berlebihan
dan  tidak  beralasan.  Ketika   anak  anak  tinggal  bersama  tergugat,  baik
sebelum dibawa Penggugat ke Tangerang maupun setelah dari tangerang
pada  kenyataanya  anak  terjaga  terpelihara  dengan  baik  hidup  nyaman
segala  kebutuhan  tercukupi.  Tidak  pernah  ada  tanda  tanda  pada  anak
tentang  apa yang dikaawatirkan Penggugat. Namun demikian ketika anak
tinggal  bersama Penggugat  di  tangrang  tanpa  didampingi  Tergugat,  dan
tidak diberikan kesempatan berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan sering
mendapat  marah  dari  penggugat,  anak  merasa  tidak  nyaman  bahkan
merasa tertekan.
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Kecuali  itu rasa  kawatir  Penggugat   yang  berlebihan  hingga  melakukan
upaya  memisahkan anak  dengan ibunya  tersebut   bertentangan  dengan
Undang Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia   pasal 59
yang berbunyi“setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya
secara  bertentangan dengan kehendak anak sendiri,  kecuali  ada alasan
dan  hukum  yang  sah  yang  menunjukkan  pemisahan  itu  adalah  demi
kepentingan terbaik bagi anak”.
III  Dalam Rekonpensi 
1 Bahwa dalam Rekonpensi  ini  ,mohonPenggugat  dalam  Konpensi
disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat dalam konpensi disebut
sebagai Penggugat Rekonpensi.
2 Bahwa  dalil  dalil  jawaban  Tergugat  dalam  konpensi  yang  ada
relevansinya dengan dalil dalil Rekonpensi, secara mutatis mutandis mohon
dianggap termuat dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak
terpisah kan dalam Rekonpensi ini
3 Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah ibu yang baik sangat menaruh
rasa kasih sayang kepada anak anak.Sejak lahir anak anak tinggal bersama
Tergugat di Karanganyar terpenuhi segala kebutuhannya, kemudian setelah
terjadi perceraian antara para pihak,  anak anak tinggal bersama Penggugat
dan sekolah di Tangerang (bukan Jakarta) dengan keadaan tidak nyaman
tanpa kasih sayang Tergugat/ Penggugat Rekonpensi yang pernah mereka
rasakan
4 Bahwa Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan bank yang
memiliki  penghasilan yang cukup untuk biaya hidup bagi  diri  sendiri  dan
anak anaknya. 
5 Bahwa Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan bank yang
masih   memiliki  sisa  waktu  setelah  bekerja  untuk  mengasuh  mendidik
berbagi kebahagiaan dengan  anak anaknya. 
6 Bahwa kira kira pertengahan Juni 2017 Penggugat rekonpensi bisa
bertemu dengan anak anak, kemudian anak anak menyatakan keinginanaya
tinggal bersama Penggugat rekonpensi. 
7 Tgl  9  Juli  2017  Penggugat  Rekonpensi  berniat  membicarakan
masalah anak tersebut  dengan Tergugat  rekonpensi  di  Tangerang,  tetapi
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Tergugat Rekonpensi  tidak ada dirumah  sehingga Penggugat Rekonpensi
dan anak anak kembali ke Karanganyar.
8 Bahwa  Selang  beberapa  hari  keluarga  Tergugat  Rekonpensi
memberikan  kabar  jika  dia  sakit,  namun  ketika  Penggugat  rekonpensi
hendak membezuk keberadaan Tergugat rekonpensi dirahasiakan. 
9 Bahwa  keadaan  terkini  anak  anak  tinggal  bersama  Penggugat
rekonpensi  dengan keadaan terpelihara,  terdidik,  nyaman tanpa tekanan,
menempuh pendidikan formal  di  Karanganyar,  segala  kebutuhan lahiriah
dan kasih sayang dari seorang ibu dapat terpenuhi. 
10 Bahwa sesuai dengan pasal 156 a KHI jika terjadi perceraian antara
suami isteri, anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhannah/
asuhan dari Ibunya. 
11 Bahwa hingga saat jawaban ini diajukan anak bernama XXXXXX dan
XXXXXX belum mencapai usia 12 tahun (belum mumayyis) sehingga hak
asuh  anak  mutlak  di  pihak  Tergugat  /  Penggugat  Rekonpensi  sebagai
ibunya.
12 Bahwa hingga jawaban ini diajukan tidak terdapat bukti bukti  sebagai
alasan untuk dapat dicabutnya hak asuh anak bagi Penggugat Rekonpensi,
maka sudah selayaknya  Majelis hakim menetapkan  hak asuh anak para
pihak bernama  XXXXXX dan  XXXXXX berada  di  pihak  Penggugat
Rekonpensi;-
Berdasarkan  uraia  tersebut dengan  didukung  bukti  yang  kuat  mohon
kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan:
Dalam Eksepsi
1 . Mengabulkan Eksepsi Tergugat;-
2 . Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas / Kabur;-
3 . Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 
Dalam konpensi
-  Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
Dalam Rekonpensi 
1   Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya.
2   Menetapkan hak asuh anak para pihak bernama  
- XXXXXX, lahir di Karanganyar tgl XXXXXX
- XXXXXX, lahir di Karanganyar tgl XXXXXX
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     Berada di pihak Tergugat/ Penggugat Rekonpensi
Subsidair :- 
- Mohon Putusan seadil adilnya;- 
Menimbang,  bahwa  terhadap  jawaban  Tergugat  sebagaimana  tersebut
diatas,  Penggugat  menyampaikan  replik  dalam  eksepsi  yang  pada  dasarnya
menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dalam Konpensi: Tetap pada gugatan
sedangkan  untuk  jawaban  rekonpensi.  Menolak  gugatan  Rekonpensi  untuk
seluruhnya  dan  semua  ini  secara  lengkap  termuat  dalam  beritaq  acara
persidangan;-
Menimbang,  bahwa persidangan  dilanjutkan  dengan  duplik  dari  Tergugat
yang pada pokoknya tetap pada jawaban begitu pula dalam gugatan rekonpensi,
Tergugat tetap pada gugatannya;- 
Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat
menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :-
1. Foto  copy  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  nomor:  XXXXXX
tanggal  XXXXXX,  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  materai  cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P1;
2. Foto copy Akta Cerai nomor : 423/AC/2016/PA.Kra tanggal 29 Maret 2016 yang
dikeluarkan oleh  Pengadilan  Agama Karanganyar,  Bukti  surat  tersebut  telah
diberi  materai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Foto  copy Kutipan  Akta  Kelahiran  nomor  :  XXXXXX tanggal  XXXXXX atas
nama  XXXXXX anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan
oleh Kantor Catatan Sipil  Kabupaten Karanganyar, Bukti  surat tersebut telah
diberi  materai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Foto  copy Kutipan  Akta  Kelahiran  nomor  :  XXXXXX tanggal  XXXXXX atas
nama XXXXXX, anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan
oleh Kantor Catatan Sipil  Kabupaten Karanganyar, Bukti  surat tersebut telah
diberi  materai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
Menimbang,  bahwa  atas  bukti-bukti  tersebut  Tergugat/kuasanya
menyatakan tidak keberatan;-
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Menimbang,  bahwa  selain  bukti-bukti  tertulis,  Penggugat  juga  telah
menghadirkan saksi –saksi sebagai berikut :-  
SAKSI  PERTAMA, umur 43 tahun,  agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Karanganyar   di  bawah  sumpah  memberikan
keterangan sebagai berikut : 
- Bahwa  saksi  menerangkan  dan  mengaku  kenal  dengan  Penggugat  dan
Tergugat karena masih ada hubungan saudara yaitu sebagai kakak kandung
Penggugat;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  Penggugat  dan  Tergugat   pernah  menjadi
pasangan  suami  isteri  yang  dari  hasil  pernikahannya  telah  dikaruniai  dua
orang anak bernama XXXXXX, lahir XXXXXX dan XXXXXX, lahir XXXXXX;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai
kurang lebih pada awal tahun 2016, yang menjadi penyebab perceraiannya
adalah  Tergugat  terindikasi  selingkuh  dan  atau  mempunyai  teman  laki-laki
yang sangat khusus;- 
- Bahwa  saksi  menerangkan  pada  saat  rumah  tangga  Penggugat  dan
Tegugat goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang
ketiga  (ada  laki-laki  lain)  anak-anak  ikut  bersama  dengan  Penggugat   di
Jakarta;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  kedua  anak-anak  bernama  XXXXXX lahir
XXXXXX dan  XXXXXX, lahir  XXXXXX dirawat dan dididik dengan baik oleh
Penggugat kemudian disekolahkan di SD Al Azhar Kota Tanggerang. XXXXXX
duduk dikelas VI (enam) dan XXXXXX duduk di kelas II (dua);-
- Bahwa saksi menerangkan pada saat lebaran tahun 2017 kurang lebih pada
bulan Juni 2017 kedua anak :  XXXXXX dan  XXXXXX tersebut diambil  oleh
Tergugat  dan  dipindahkan  sekolahannya  tanpa  izin  dan  sepengetahuan
Penggugat di SD Karanganyar;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  sejak  anak-anak  diambil  dan  dipindahkan
sekolah di Karanganyar, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan kedua anak
tersebut, begitu pula Penggugat belum pernah bertemu karena baru sakit;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat  adalah seorang pegawai Bank
Jateng Cabang Jakarta, dan saat ini Terggugat tinggal dan bekerja di Jakarta;-
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SAKSI KEDUA, umur  tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Kabupaten  Karanganyar;,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  sebagai
berikut : 
- Bahwa saksi menerangkan dan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat;-
- Bahwa saksi  sebagai  ibu kandung Penggugat saat ini  bersama keluarga
besar tinggal di Jakarta bersama dengan Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan meskipun Penggugat bekerja di PT  XXXXXX,
akan tetapi masih sempat beberapa kali dalam satu bulan bisa menga tar dan
menjemput anak sekolah, meskipun tidak setiap hari;-
- Bahwa saksi  menerangkan  Penggugat  mampu untuk  membiayai  seluruh
kebutuhan anak-anak;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  Penggugat  dan  Tergugat   pernah  menjadi
pasangan  suami  isteri  yang  dari  hasil  pernikahannya  telah  dikaruniai  dua
orang anak bernama XXXXXX lahir XXXXXX dan XXXXXX lahir XXXXXX;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai
kurang lebih pada awal tahun 2016, yang menjadi penyebab perceraiannya
adalah  Tergugat  terindikasi  selingkuh  dan  atau  mempunyai  teman  laki-laki
yang sangat khusus;- 
- Bahwa  saksi  menerangkan  pada  saat  rumah  tangga  Penggugat  dan
Tegugat  goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang
ketiga     (ada laki-laki lain) anak-anak ikut bersama dengan Penggugat  di
Jakarta;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  kedua  anak-anak  bernama  XXXXXX lahir
XXXXXX dan  XXXXXX, lahir  XXXXXX dirawat dan dididik dengan baik oleh
Penggugat kemudian disekolahkan di SD Al Azhar Kota Tanggerang. XXXXXX
duduk dikelas VI (enam) dan XXXXXX duduk di kelas II (dua);-
- Bahwa saksi menerangan selama bersekolah kedua anak tersebut terlihat
senang dan gembira sebagaimana anak-anak yang lain yang tidak menjadi
korban perceraian kedua orang tuanya;- 
- Bahwa saksi menerangkan pada saat lebaran tahun 2017 kurang lebih pada
bulan Juni kedua anak : XXXXXX dan XXXXXX tersebut diambil oleh Tergugat
dan dipindahkan sekolahannya tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;-
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- Bahwa  saksi  menerangkan  sejak  anak-anak  diambil  dan  dipindahkan
sekolah di Karanganyar, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan kedua anak
tersebut, begitu pula Penggugat belum pernah bertemu karena baru sakit;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat  adalah seorang pegawai Bank
Jateng cabang Jakarta, dan saat ini Terggugat tinggal dan bekerja di Jakarta;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat, bersama saksi dan keluarga besar
saat ini tinggal di Jakarta;-
SAKSI  KETIGA,  umur  52 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah
Tangga,  bertempat  tinggal  di  Kota  Surakarta,  di  bawah  sumpah  memberikan
keterangan sebagai berikut :
- Bahwa  saksi  menerangkan  dan  mengaku  sebagai  kakak  kandung
Penggugat;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  Penggugat  dan  Tergugat   pernah  menjadi
pasangan  suami  isteri  yang  dari  hasil  pernikahannya  telah  dikaruniai  dua
orang anak bernama XXXXXX, lahir XXXXXX dan XXXXXX, lahir XXXXXX;-
- Bahwa saksi   menerangkan Penggugat  dan ibu  kandung serta  keluarga
besar saat ini tinggal di Jakarta;-
- Bahwa saksi  menerangkan  Penggugat  mampu untuk  membiayai  seluruh
kebutuhan  anak-anak  karena  mempunyai  penghasilan  yang  cukup  sebagai
pegawai di PT XXXXXX;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai
kurang lebih pada awal tahun 2016, yang menjadi penyebab perceraiannya
adalah  Tergugat  terindikasi  selingkuh  dan  atau  mempunyai  teman  laki-laki
yang sangat khusus;- 
- Bahwa  saksi  menerangkan  pada  saat  rumah  tangga  Penggugat  dan
Tegugat  goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang
ketiga     (ada laki-laki lain) anak-anak ikut bersama dengan Penggugat  di
Jakarta;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  kedua  anak-anak  bernama  XXXXXX lahir
XXXXXX dan  XXXXXX, lahir  XXXXXX dirawat dan dididik dengan baik oleh
Penggugat kemudian disekolahkan di SD Al Azhar Kota Tanggerang. XXXXXX
duduk dikelas VI (enam) dan XXXXXX duduk di kelas II (dua);-
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- Bahwa saksi menerangan selama bersekolah kedua anak tersebut terlihat
senang dan gembira sebagaimana anak-anak yang lain yang tidak menjadi
korban perceraian kedua orang tuanya;- 
- Bahwa saksi menerangkan pada saat lebaran tahun 2017 kurang lebih pada
bulan Juni kedua anak : XXXXXX dan XXXXXX tersebut diambil oleh Tergugat
dan dipindahkan sekolahannya tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  sejak  anak-anak  diambil  dan  dipindahkan
sekolah di Karanganyar, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan kedua anak
tersebut, begitu pula Penggugat belum pernah bertemu karena baru sakit;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat  adalah seorang pegawai Bank
Jateng Jabang Jakarta, dan saat ini Terggugat tinggal dan bekerja di Jakarta;-
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Penggugat/kuasanya dan
Tergugat/kuasanya menyatakan tidak keberatan;-
Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan
menguatkan gugatan rekonpensinya  menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :-
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat nomor: XXXXXX tanggal
XXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor : XXXXXX tanggal XXXXXX yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Bukti
surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Foto copy Surat Persetujuan Mutasi Peserta Didik nomor : XXXXXX – Bidang
SD/2017 tanggal  XXXXXX atas nama  XXXXXX, yang dikeluarkan oleh  Dinas
Pendidikan  Pemerintah  Kota  Tangerang  Bidang Pembinaan SD,  Bukti  surat
tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Foto copy Surat Persetujuan Mutasi Peserta Didik nomor : XXXXXX – Bidang
SD/2017 tanggal  XXXXXX atas nama  XXXXXX, yang dikeluarkan oleh  Dinas
Pendidikan  Pemerintah  Kota  Tangerang  Bidang Pembinaan SD,  Bukti  surat
tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Foto copy  Surat Permohonan Pindah Tempat Kerja nomor :- tanggal  31 Juli
2017 atas nama  Tergugat ditujukan kepada Pemimpin Bank Kantor Cabang
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Jakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
Menimbang,  bahwa  atas  bukti-bukit  tersebut,  Penggugat/kuasanya
menyatakan tidak keberatan;-
Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan saksi-
saksi sebagai berikut :
SAKSI  PERTAMA,  umur  68 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Pensiunan  PNS,
bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Karanganyar;,  di  bawah  sumpah  memberikan
keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan dan mengaku sebagai ayah  kandung Tergugat;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  Penggugat  dan  Tergugat   pernah  menjadi
pasangan  suami  isteri  yang  dari  pernikahannya  telah  dikaruniai  dua  orang
anak bernama XXXXXX lahir XXXXXX dan XXXXXX lahir XXXXXX;-
- Bahwa saksi menerangkan pada saat proses bercerai kedua anak tersebut
bersama Penggugat dan setelah bercerai juga bersama Penggugat di Jakarta
dan telah disekolahkan di Jakarta;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  pada  saat  lebaran  tahun  2017  anak-anak
tersebut  di  bawa  oleh  Tergugat  ke  Karanganyar  karena  pada  saat  itu
Penggugat  dalam  keadaan  sakit  dan  sempat  di  rawat  di  ICU,  kemudian
sekolahnya dipindahkan di SD Karanganyar;-
- Bahwa  saksi  me erangkan  Tergugat  tinggal  di  Jakarta  karensa  sebagai
Karyawan Bank cabang Jakarta/Tanggerang  dan Penggugat sebagai bekerja
di PT XXXXXX dan tinggal pula di Jakarta;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  baik  Tergugat  dan  Penggugat  sama-sama
mampu untuk membiayai  kedua anak ;- 
- Bahwa saksi menerangkan selama di Karanganyar anak-anak di asuh oleh
saksi;- 
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 September Penggugat datang
ke Karanganyar dan menjemput kedua anak tersebut dan dibawa ke Jakarta
sampai saat ini;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  padahal  anak-anak  selama  dikaranganyar
mendapat pengasuhan yang baik, meskipun Tergugat tidak setiap hari ada di
Karanganyar, akan tetapi setiap akhir pekan pulang ke Karanganyar;-
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SAKSI KEDUA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/Pembantu Rumah
Tangga,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Karanganyar,  di  bawah  sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa  saksi  menerangkan  dan  mengaku  kenal  dengan  Tergugat  dan
Penggugat karena sebagai pembantu rumah tangga orang tua Tergugat;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  Penggugat  dan  Tergugat   pernah  menjadi
pasangan  suami  isteri  yang  dari  pernikahannya  telah  dikaruniai  dua  orang
anak bernama XXXXXX lahir XXXXXX dan XXXXXX lahir XXXXXX;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  semula  anak  tinggal  bersama  Penggugat  di
Jakarta akan tetapi pada saat lebaran tahun 2017 anak-anak tersebut di bawa
oleh Tergugat ke Karanganyar karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan
sakit dan sempat di  rawat di  ICU, kemudian sekolahnya dipindahkan di SD
Karanganyar;-
- Bahwa saksi menerangkan saksi sering mengantar dan menjemput sekolah
kedua anak tersebut;- 
- Bahwa  saksi  menerangkan  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat  hanya
tinggal dan sekolah di Karanyar kurang lebih 2 sampai 3 bulan karena pada
tanggal 3 September 2017 Penggugat datang ke Karanganyar dan menjemput
kedua anak tersebut,  semula Penggugat  mengatakan kepada kedua kedua
anak tersebut akan diajak ke Kids Fun akan tetapi pada kenyataanya langsung
di bawa Ke Jakarta  dan tinggal di Jakarta sampai saat ini;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  Penggugat  ketika  mengambil  kedua  anak
tersebut tampa sepengetahuai Tergugat;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  Tergugat  tinggal  di  Jakarta  dan  Penggugat
sebagai bekerja di PT XXXXXX dan tinggal pula di Jakarta;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  baik  Tergugat  dan  Penggugat  sama-sama
mampu untuk membiayai  kedua anak ;- 
- Bahwa  saksi  menerangkan  padahal  anak-anak  selama  dikaranganyar
mendapat pengasuhan yang baik, meskipun Tergugat tidak setiap hari ada di
Karanganyar, akan tetapi setiap akhir pekan pulang ke Karanganyar;-
SAKSI  KETIGA,  umur  54  tahun,  agama Islam, pekerjaan  Ibu Rumah Tangga,
bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Karanganyar,  di  bawah  sumpah  memberikan
keterangan sebagai berikut :
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- Bahwa  saksi  menerangkan  dan  mengaku  kenal  dengan  Tergugat  dan
Penggugat karena sebagai tetangga;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  Penggugat  dan  Tergugat   pernah  menjadi
pasangan  suami  isteri  yang  dari  pernikahannya  telah  dikaruniai  dua  orang
anak bernama XXXXXX lahir XXXXXX dan XXXXXX XXXXXX;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  semula  anak  tinggal  bersama  Penggugat  di
Jakarta akan tetapi pada saat lebaran tahun 2017 anak-anak tersebut di bawa
oleh Tergugat ke Karanganyar karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan
sakit dan sempat di  rawat di  ICU, kemudian sekolahnya dipindahkan di SD
Karanganyar;-
- Bahwa saksi menerangkan kedua anak tersebut di Karanganyar diasuh oleh
orang tua Tergugat;- 
- Bahwa saksi menerangkan  sejak anak-anak dijemput oleh Penggugat pada
tanggal 3 September 2017  sampai saat ini tinggal di Jakarta;-
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat tinggal di Jakarta dan Penggugat  juga
tinggal di Jakarta;-
- Bahwa  saksi  menerangkan  baik  Tergugat  dan  Penggugat  sama-sama
mampu untuk membiayai  kedua anak ;- 
Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut  Penggugat  dan
Tergugat atau kuasa hukum masing-masing menyatakan tidak keberatan
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan dan tidak
mengajukan sesuatu apapun kecuali kesimpulan. Dan untuk kesimpulan masing-
masing menyampaikan pada tanggal 28 September 2017 yang semuanya termuat
secara lengkap dalam berita acara persidangan;-
Menimbang bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini,  maka semua
hal-hal  yang  tercatat  dalam berita  acara  sidang  haruslah  dianggap  merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; --
PERTIMBANGAN HUKUM 
Dalam Eksepsi 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;-
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat  menyampaikan
eksepsi sebagai berikut  Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/ Kabur (Obscuur
libel) Kaburnya  gugatan  penggugat  tersebut  terlihat  pada  Tempat  tinggal
Penggugat  inpersona.  Pada identitas  gugatan,  Penggugat  inpersona bertempat
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tinggal di  Kab.  Karanganyar, tetapi pada posita 3 (tiga), Penggugat menyatakan
anak anak tinggal bersama Penggugat di  Jakarta. Kedua dalail  tersebut sangat
berbeda sehingga membuat gugatan a quo menjadi kabur. Gugatan yang demikian
membingungkan  karena  tidak  bisa  menunjuk  tempat  tinggal  Penggugat  secara
jelas dan tegas. Gugatan yang demikian  sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat
diterima.
Menimbang,  bahwa   Majelis  perlu  mempertimbangkan  terlebih  dahulu
terhadap eksepsi Tergugat;-
Menimbang,  sebagaimana  eksepsi  Tergugat  yang  menyatakan  gugatan
Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) dengan alasan Tempat tinggal Penggugat
inpersona. Pada identitas gugatan, Penggugat inpersona bertempat tinggal di Kab.
Karanganyar, tetapi pada posita 3 (tiga), Penggugat menyatakan anak anak tinggal
bersama Penggugat di Jakarta;-
Menimbang,  bahwa  pada  Penggugat  dan  Tergugat  sebelum  bercerai
bertempat  tinggal di  Kab. Karanganyar dan setelah bercerai Penggugat pindah
dan tinggal di Jakarta bersama anak-anak, sebagaimana dijelaskan pada posita
nomor 3 sebagai berikut: “Bahwa sebelum atau sesudah cerai kedua anak tersebut
tinggal bersama Penggugat di Jakarta dan kedua anak tersebut sekolah di Jakarta
hingga sekarang”;-
Menimbang,  bahwa  dengan  penjelasan  sebagaimana  posita  3,  harus
dimaknai  bahwa  sesaat  sebelum  bercerai  dan  setelah  bercerai  Penggugat
bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal identitas Penggugat tercatat di Kabupaten
Karanganyar,  adalah  merupakan  administrasi  kependudukan  yang  tidak  serta
merta dapat berubah;-
Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1)  HIR dikemukakan
bahwa  gugatan  yang  kabur  adalah  gugatan  yang  melawan  hak  dan  tidak
beralasan,  oleh  karena  itu   Majelis  Hakim memandang  eksepsi  Tergugat  tidak
beralasan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima :-
Dalam Konpensi
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
tersebut di atas;- 
Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah
ditentukan,  Penggugat  dan  Tergugat  dan  atau  Kuasa  hukum  masing-masing
datang  dipersidangan.  Majelis  Hakim  telah  mengusahakan  perdamaian,  akan
tetapi tidak berhasil ; 
Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian  para pihak
telah melakukan mediasi,  dengan seorang  mediator  Drs.  M.  Danil,  MA  (Wakil
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Ketua/Hakim  Mediator pada Pengadilan Agama Karanganyar) dan proses mediasi
telah dilaksanakan,  berdasarkan laporan Mediator tanggal  15 Juni 2017, ternyata
mediasi  tersebut tidak berhasil, oleh karena itu  telah dipernuhi PERMA Nomor 1
Tahun 2016;- 
Menimbang,  bahwa dalam perkara ini,  Penggugat  Konpensi  memberikan
kuasa khusus kepada Mulyono, SH Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di
Kabupaten  Klaten  berdasarkan  suarat  kuasa  khusus  yang  terdaftar  di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar  nomor : 069/0408/Pdt.G/2017/PA
Kra  tanggal,  03  April  2017,  sedangkan  Tergugat  memberikan  kuasa  kepada
Sutoyo,  SH  Advokat  dan  Konsultan  Hukum  yang  berkantor  di  Kabupaten
Karanganyar nomor  104/0408/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 18  Mei  2017
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, kuasa masing-masing telah memenuhi
persyaratan  sebagai  Penerima  Kuasa  yaitu  sebagai  advokat  beracara  telah
menyertakan fotocopy kartu anggota advokat  yang masih berlaku disertai bukti
berita acara pengangkatan sumpah, semuanya telah dicocokan dengan aslinya.
Surat  Kuasa  tersebut  telah  memenuhi  unsur  kekhususan, karena  secara  jelas
menunjuk untuk perkara cerai  talak di  Pengadilan Agama Karanganyar  dengan
memuat materi telah yang  menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan,
oleh  karena  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  Penerima Kuasa, yakni  harus
dinyatakan telah mempunyai  kedudukan dan kapasitas sebagai  Subyek Hukum
yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;-
Menimbang, bahwa oleh karena itu dilanjutkan dengan proses persidangan
mulai  pembacaan  gugatan  sampai  pada  kesimpulan  yang  semuanya  termuat
secara lengkap dalam berita acara persidangan;-
Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  gugatan  penggugat  adalah
sebagaimana dalil-dalil berikut dibawah ini ;-
- Bahwa  setelah  terjadi  perceraian,  Penggugat  memohon  kedua  anak
bernama XXXXXX laki-laki lahir di Karanganyar tanggal XXXXXX dan XXXXXX
laki-laki  lahir  di  Karanganyar  tanggal  XXXXXX  tidak  dimintakan  atau
dimohonkan siapa hak asuhnya kedua anak tersebut ;
- posita angka 3, bahwa sebelum atau sesudah cerai kedua anak tersebut
tinggal  bersama  Penggugat  di  Jakarta  dan  kedua  anak  tersebut  sekolah  di
Jakarta  hingga sekarang ;
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- Posita  angka  4,  bahwa  kedua anak tersebut  telah  diasuh,  dididik  dan
semua  biaya  pendidikan  maupun  kebutuhan  sehari-hari  telah  dicukupi  oleh
Penggugat;-
- Posita angka 5,  bahwa karena Penggugat  mempunyai  penghasilan yang
tetap  sehingga  mampu membiayai  pendidikannya  juga  kebutuhan-kebutuhan
lainnya  serta  dengan  harapan  kedepan  pendidikan  maupun  kehidupannya
terhadap kedua anak dimaksud diatas  akan lebih baik, dan agar ada kepastian
hak asuh terhadap kedua anak tersebut, mohon Penggugat ditetapkan  sebagai
hak asuhnya terhadap kedua anak dimaksud diatas ;
- Posita angka 6 bahwa Penggugat kawatir kalau kedua anak tersebut diasuh
dan tinggal  bersama Tergugat,  mengingat  Tergugat  bekerja  dari  pagi  pulang
sore hari, sehingga pengawasan serta perhatian terhadap kedua anak tersebut
sangat kurang dan Penggugat khawatir pendidikannya menjadi kurang baik,juga
karena  sebelum bercerai  Tergugat  telah menjalin hubungan dengan pria lain,
yang  mengakibatkan  terjadi  perceraian  serta  Penggugat  takut  perbuatan  itu
ditiru  oleh  kadua  anak  tersebut  dan  bisa  mempengarui  jiwa  anak  tersebut
menjadi kurang baik ;
- Posita angka 7 bahwa agar kedua anak dimaksud pendidikannya maupun
kelakuannya lebih baik, maka sudah selayaknya dan tepat apabila kedua anak
tersebut dibawah asuhan Penggugat;
Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban  secara tertulis
sebagai berikut ;-
- Bahwa dalil Penggugat  posita 3 tidak semuanya  benar. Sejak lahir anak
anak  tinggal  bersama  Tergugat  di  Karanganyar  kemudian  setelah  terjadi
perceraian  antara  para  pihak,  anak  anak  tinggal  bersama  Penggugat  dan
sekolah di Tangerang (bukan Jakarta). Anak anak dibawa ke Tangerang tersebut
dalam  keadaan  dipaksa  oleh  Penggugat,  yang  akhirnya  anak  merasa  tidak
nyaman bahkan merasa tertekan selama tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa posita 4 gugatan tidak seluruhnya  benar.  Benar anak anak tinggal
bersama Penggugat di Tangerang tetapi secara nyata oleh Penggugat setiap
hari  ditinggal  kerja dari  pagi  setidaknya hingga pukul  21.00 WIB, anak anak
ditemani oleh Ibu Penggugat yang sudah berusia kira kira 75 tahun.  Anak anak
jika mau berkomunikasi dengan Tergugat tidak diberikan kesempatan, bahkan
sering mendapat marah dari Penggugat dan Ibunya. Pendidikan yang demikian
merupakan cara  cara  Penggugat  untuk  memutus hubungan antara  orangtua
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dengan  anak.  Hal  yang  demikian  menurut  Tergugat  bukanlah  merupakan
pendidikan yang baik dan layak diberikan kepada  anak. 
- Bahwa  benar  penggugat  mempunyai  penghasilan  yang  cukup,  namun
demikian melihat Penggugat yang  bekerja dari pagi setidaknya hingga pukul 21
00 WIB, Penggugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk anak, sehingga
janggal jikapenggugat  bisa memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada
anak anaknya.
- Bahwa  dalil  Penggugat posita 6 adalah keawatiran yang berlebihan dan
tidak  beralasan.  Ketika   anak  anak  tinggal  bersama tergugat,  baik  sebelum
dibawa  Penggugat  ke  Tangerang  maupun  setelah  dari  tangerang   pada
kenyataanya  anak  terjaga  terpelihara  dengan  baik  hidup  nyaman  segala
kebutuhan tercukupi. Tidak pernah ada tanda tanda pada anak tentang  apa
yang dikaawatirkan Penggugat. Namun demikian ketika anak tinggal bersama
Penggugat  di  tangerang  tanpa  didampingi  Tergugat,  dan  tidak  diberikan
kesempatan berkomunikasi dengan Tergugat bahkan sering mendapat marah
dari penggugat, anak merasa tidak nyaman bahkan merasa tertekan.
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P. 2 berupa foto copy Akte Cerai,
telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal,
29 Maret 2016,  alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat  dan bukti tersebut
telah pula memenuhi  syarat  formal  dan materiil,  oleh karena itu  dapat diterima
sebagai  alat  bukti,  dan sebagai  akta  outentik  oleh  karenanya  mempunyai  nilai
pembuktian yang sempurna;-
Menimbang,  bahwa  dalam hal-hal  yang  menjadi  penyebab  atau  alasan-
alasan  perceraian  sebagaimana  disampaikan  oleh  Tergugat  pada  gugatan
tersebut, maka tidak bijaksana jika Majelis Hakim membuka kembali ;-
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3  berupa foto copy Kutipan Akta
Kelahiran  atas  nama  XXXXXX dan  bukti  P.  4  berupa  foto  copy  Kutipan  Akta
Kelahiran  XXXXXX.  Kedua  anak  tersebut  adalah  anak  sah  dari  perkawinan
Penggugat dan Tergugat, sebagiaman telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat.
Dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu
dapat diterima sebagai alat bukti ;-
Menimbang,  bahwa  terlebih  dahulu  majelis  perlu  menjelaskan  bahwa
tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat
dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah
dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai
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hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya
oleh kedua orang tuanya dari  hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam
neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan
anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini
sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :  yang artinya berbunyi: “ Wahai
orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ; 
Menimbang, bahwa menurut Drajat (1985), pola asuh secara Islam adalah
satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang
masih  kecil  dalam  mengasuh,  mendidik,  membina,  membiasakan,  dan
membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah
SAW.  Pola  asuh  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  menghasilkan  kompetensi-
kompetensi  tertentu  pada anak.  Ketika  orang tua  berinteraksi  dengan anaknya
dalam  pengasuhan  ini  orang  tua  haruslah  cerdas  mengetahui  perkembangan
anaknya  yang  meliputi  kompetensi  akidah  dan  keimanan  kepada  Tuhan  Yang
Maha  Esa,  kompetensi  akhlak  (moral),  kompetensi  fisik,  kompetensi  motorik,
kompetensi  akademik,  serta  kompetensi  sosial-emosi.  Dan  didukung  dengan
pendidikan tang berlandaskan agama Islam.
Menimbang,  bahwa   anak   Penggugat  dan  Tergugat XXXXXX umur  11
tahun dan  XXXXXX umur 8 tahun, kedua anak  tersebut adalah  masuk dalam
periode  anak-anak,  dimana  orang  tua  harus  menanamkan  nilai disiplin  dan
tanggung  jawab  kepada  anak-anak.  Menurut  hadits  Abu  Daud,  yang  artinya
“Perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan shalat ketika berusia tujuh tahun
dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat ketika berumur sepuluh tahun
dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka (lelaki dan perempuan).” Pukulan
bukanlah  untuk  menyiksa,  hanya  sekadar  untuk  mengingatkan  anak-anak.
Sehingga, anak-anak akan lebih bertanggung jawab pada setiap perintah terutama
dalam  mendirikan  sholat.  Ini  adalah  waktu  yang  tepat  bagi  orang  tua  untuk
membangun kepribadian dan akhlak anak-anak mengikut ajaran Islam;-
Menimbang,  bahwa  secara  lahiriyah,  baik  Penggugat  maupun  Tergugat,
dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh
dan pemeliharaan (hadlanah) atas anak-anak mereka.;-
Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan
hak  hadlanah  (pemeliharaan  anak),  adalah  di  tangan  siapa  masa  depan
pendidikan,  dan  perkembangan  kejiwaan  anak  dapat  tumbuh  kembang  secara
sehat  dan wajar,  sehingga  dengan perceraian  kedua  orang  tuanya  diharapkan
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tidak  mempengaruhi  perkembangan  kejiwaan  dan  masa  depan  anak  yang
bersangkutan;-
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  dan  pengakuan
Tergugat  serta  keterangan  para  saksi,  baik  saksi  yang  yang  dihadirkan  oleh
Penggugat  maupun  saksi  yang  dihadirkan  oleh  Tergugat,  bahwa  kedua  anak
tersebut  pada  saat  proses  perceraian  Penggugat  dan  Tergugat  dan  setelah
bercerai kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-
Menimbang,  bahwa  sesaat  setelah  anak  tinggal  bersama  dengan
Penggugat, berdasarkan keterangan saksi SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III kedua
anak tersebut disekolahkan oleh Penggugat di SDI Al Azhar Kota Tanggerang;-
Menimbang,  bahwa  selama  bersekolah  saksi  SAKSI  II  dan  SAKSI  III
melihat kedua anak tersebut senang sebagaiaman anak-anak yang lain yang tidak
menjadi korban perceraian kedua orang tuanya;- 
Menimbang, bahwa dengan keadaan anak sebagaimana disebutkan saksi,
Majelis  Hakim  memandang,  bahwa  kedua  anak  tersebut  sudah  mulai  dapat
menyesuaikan dengan lingkungan yang ditempati saat ini ;- 
Menimbang,  bahwa  bukti.  T3  dan  T4  menguatkan  bahwa  kedua  anak
tersebut mendapatkan pendidikan yang baik di SDI Al-Azhar dan dengan  bukti
yang  sama  bahwa  kedua  anak  tersebut  telah  dipindahkan  sekolahnya  di  SD
Karanganyar;- 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama
SAKSI I yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat atau kuasa hukumnya
masing-masing,  bahwa kedua anak  tersebut hanya tinggal dan bersekolah di SD
Karanganyar beberapa saat saja  atau kurang lebih 2 sampai 3 bulan sajak karena
pada  tanggal  3  September  2017  kedua  anak  tersebut  diambil  kembali  oleh
Penggugat dan dibawa ke Jakarta dan sampai saat ini kedua anak tersebut tinggal
bersama Penggugat di Jakarta;-
Menimbang,  bahwa  untuk  kepentingan  terbaik  kedua  anak,  maka  anak-
anak harus benar-benar  mendapatkan pantauan yang lebih serta asih  sayang
yang besar, untuk mewujudkan semua itu orang tua harus senantiasa dekat secara
lahir maupun batin, dekat secara lahir adalah tinggal bersama-sama dalam satu
rumah dan keluarga yang utuh, sedangkan dalam hal terjadi perceraian, sedapat
mungkin  anak-anak  bertempat  tinggal   dekat  dengan  bapak  dan  ibu  serta
memudahkan  kedua orang tua untuk bertemu memberikan perhatian dan kasih
sayang;- 
Menimbang,  bahwa  pada  usianya  kedua  anak  sangat  memerlukan  figur
kepahlawanan dari ayahnya sebagaimana mereka memerlukan figur kelembutan
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dan kasih sayang dari ibunya oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan
bagi  ibu  untuk  menanamkan  rasa  hormat  dan  bangga  pada  diri  anak  kepada
ayahnya dalam proses perkembangan dan pendidikan anak-anak apalagi kedua
anak  tersebut  adalah  laki-laki,  begitupula  sebaliknya  ayah  harus  menanamkan
rasa kasih sayang, bahwa ibu adalah selalu memberikan kasih sayang;-
Menimbang, bahwa Penggugat  sebagai karyawan swasta  di PT XXXXXX
tinggal bersama keluarga besarnya di Jakarta dan Tergugat  sebagai karyawan
Bank Cabang KC. Jakarta  tinggal  pula di  Jakarta dan pulang ke Karanganyar
setiap akhir pekan;-
Menimbang,  bahwa  dengan  bersama-sama  tinggal  di  Jakarta,  baik
Penggugat dan Tergugat akan mudah untuk bisa bertemu kemudian memberikan
kasih sayang dengan kedua anak tersebut;-
Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  keduanya  mempunyai
finansial  dan  atau  penghasilan  yang  cukup   serta  mampu  untuk  memenuhi
kebutuhan kedua anak  tersebut jika kedua anak jatuh dalam hak asuhnya, akan
tetapi ada kepastihan hukum, apakah anak-anak itu akan jatuh pada hak asuh ibu
atau ayah kandungnya;-
Menimbang,   bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa  Hadhanah
menurut  bahasa  adalah  Al-Janbu berarti  erat  atau  dekat.  Sedangkan  menurut
istilah  memelihara  anak  laki-laki  atau  perempuan  yang  masih  kecil  dan  belum
dapat  mandiri,  menjaga  kepentingan  anak,  melindungi  dari  segala  yang  dapat
membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si anak
dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya;-
Menimbang, bahwa kedua anak tersebut senyatanya saat ini hidup bersama
Penggugat  dan  mendapatkan  pemeliharaan,  pengasuhan  serta  mendapatkan
pendidikan  dengan  baik,  dengan  demikian  majelis  memandang  bahwa
kepentingan-kepentingan terbaik anak-anak tersebut saat ini telah didapatkan hal
ini  sejalan dengan hukum yang saat  ini  berlaku disebagian besar  negara yang
mensyaratkan bahwa pranatalaksanaan hak asuh anak harus melayani “The best
interests of the child” (kepentingan terbaik anak) hal tersebut sejalan pula dengan
ketentuan  Pasal  13  Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
Perlindungan Anak;-
Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak bermaksud untuk menjauhkan dari
ibunya sebagaimana ketentuan umum atau Pasal  105 KHI bahwa  anak di bawah
usia 12 tahun dan atau belum mumayyiz  adalah hak ibunya, akan tetapi lebih
melihat  kepentingan  terbaik  anak-anak  tersebut.  Menurut  Majelis  Hakim
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kepentingan  terbaik  anak-anak  tersebut   adalah  tinggal  di  Jakarta  bersama
Penggugat  karenanya  senyatanya  saat  ini  anak-anak  dan  keluarga  besar
Penggugat sudah tinggal lagi di Jakarta dan Tergugat sebagai ibu kandung juga
tinggal di Jakarta;-
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  T.  5  berupa  foto  copy  Surat
Permohonan Pindah Tempat Kerja, akan tetapi senyatanya saat ini Tergugat masih
bekerja dan tetap bekerja di Bank KC Jakarta, oleh karena itu akan lebih mudah
untuk dapat bertemu dengan kedua anak yang tinggal di Jakarta, di bandingkan
anak-anak  akan  tinggal  di  Karanganyar  bersama  kedua  orang  tua  Tergugat,
sementara kedua orang tua kandung anak-anak tinggal di Jakarta;-
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Jakarta,
oleh  karena  itu  kepentingan  kedua  anak  akan  lebih  mudah  jika  ingin  bertemu
dengan Penggugat dan Tergugat, dan jika intensitas pertemuan itu terjadi kedua
anak  tersebut  akan  lebih  senang  dan  nyaman  karena  merasa  mendapatkan
perhatian dan kasih sayang yang besar dari  kedua orang tuanya,  seperti  tidak
pernah terjadi perceraian;- 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor
23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  selengkapnya  berbunyi  sebagai
berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh,
memelihara,  mendidik  dan melindungi  anak ;  b.  menumbuh kembangkan anak
sesuai  dengan  kemampuan,  bakat  dan  minatnya;  dan  c.  mencegah  terjadinya
perkawinan pada usia anak-anak dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf a
KHI bahwa “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau
bapak  tetap  berkewajiban  pemeliharaan  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-
mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya;-
Menimbang,  bahwa  berdasarakan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut
diatas maka anak hasil  pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama  XXXXXX
laki-laki  lahir  di  Karanganyar  tanggal  XXXXXX  dan  XXXXXX  laki-laki  lahir  di
Karanganyar  tanggal XXXXXX. Majelis berpendapat bahwa saat ini kepentingan
terbaiknya  adalah  tinggal  di  Jakarta  bersama  Penggugat  oleh  karena  itu
dipertimbangkan  untuk  dapat  diasuh  dan  atau  dalam  hadhonah  Penggugat
sebagai ayah kandungnya;-
Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti  dan  atau hal-hal  yang menjadi
keterangan saksi-saksi  yang tidak dipertimbangkan,  oleh  karena Majelis  Hakim
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telah mencukupkan apa yang telah dipertimbangkannya, oleh karena itu bukti-bukti
tersebut harus dikesampingkan;- 
Dalam Rekonpensi
Menimbang,  bahwa  maksud  gugatan  Penggugat  Rekonpensi  adalah
sebagai tersebut di atas;-
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah memohon agar
Majelis  Hakim  menetapkan  hak  asuh  anak  bernama  XXXXXX laki-laki  lahir  di
Karanganyar tanggal XXXXXX dan XXXXXX laki-laki lahir di Karanganyar  tanggal
XXXXXX berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat Rekonpensi;-
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalil-dalil  dalam  gugatan  rekonpensi
tersebut  sudah termuat  dalam konpensi  dan telah pula dipertimbangkan dalam
konpensi, oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan kembali;-
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di
atas bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak diterima;-
Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
Menimbang  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan
ditambah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006  dan  Undang-undang
Nomor  50  tahun  2009  maka  semua  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini
dibebankan kepada Penggugat; -
Mengingat  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; -
MENGADILI 
Dalam Eksepsi 
- Tidak menerima eksepsi Tergugat:;-
Dalam Konpensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;-
2. Menetapkan anak bernama XXXXXX laki-laki lahir di Karanganyar tanggal
XXXXXX dan XXXXXX laki-laki lahir di Karanganyar tanggal XXXXXX berada
dalam hadhanah/pengasuhan Penggugat Konpensi sebagai ayah kandungnya;-
Dalam Rekonpensi
- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi;-
Dalam Konpensi dan Rekonpensi 
- Menghukum  Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
biaya perkara  sebesar Rp. ..........
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Majelis Hakim pada
hari Kamis  tanggal, 16 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal, 07 Shafar
27 1438  sebagai Ketua Majelis serta   Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum dan Drs Mudara
MSI  Drs. Daldiri, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada
hari  itu  juga  diucapkan  dalam  persidangan  terbuka  untuk  umum  oleh  Majelis
tersebut, dibantu oleh  Suharjo SHI  sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh  Penggugat  Konpensi/Tergugat  Rekonpensi  dan  Kuasa  Hukum  Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;-
Ketua Majelis
Hadi Suyoto,S.Ag.,M.Hum.
Hakim Anggota                                        Hakim Anggota
Drs Mudara MSI                                              Drs. Daldiri, SH
Panitera Pengganti,
Suharjo SHI 
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran: Rp.     30.000,-
2. BAPP : Rp.     50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.   245.000,-
4. Materai : Rp.       6.000,-
5. Redaksi : Rp.       5.000,-
  __________
Jumlah        Rp.   
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
